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Penerapan Elektronik Audit

¢lah berdampak pada penyelenggaraan pemernntahan dalam
Kk dan mewujudkan praktik good governance dan clean goverment
teknologi lebth maju dibandingkan dengan penyelenggaraan
\kukan transaksi keuangan tidak harus dilayani melalui teller,

pengai an dan penyetoran uang melalui Anjungan

K in (BPK) mulai menntis pemenksaan dengan menggunakan
: eng 1san melalur pusat data BPK yang menggabungkan data

- pihak yvang dipenksa oleh BPK. Dengan sinergi data
K al clakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, peman-
’ ingka melakukan pemenksaan atas pengelolaan
’ hun 2015 pada semua entitas yang diperiksanya
IKtl, serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuafi
K lagi berupa hard copy melainkan berbentuk file data
ikin lebih efisien dan efektif. Waktu yang
’ elaks in pengumpulan data dapat dilakukan
b pulcr, maka analisis alau proscs
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Komitmen Peningkatan Integritas dan Kualitas
Kinerja Pengawasan Sebagal Quality Assurance

Sebuah perjalanan panjang Inspektorat Jender:

ektor Pertanian memegang peranan yang sangat
strategis, diantaranya sebagai penyedia pangan bagi
kurang lebih 245 juta penduduk Indonesia, penyedia
87% bahan baku industr1 kecil dan menengah, penyum
bang 14.72% Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil

devisa negara US $43.3
tenaga kerja. Menten Pertanian, (Dr. Ir. Suswono, MMA)

Milyar, menyerap 33,32% total

dalam setiap sambutannya selalu mengingatkan dan men
gajak seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawari ling-
kup Kementerian Pertanian untuk memperkuat komitmen
dalam pencapaian 4 (empat) target sukses pembangu-
nan pertanian,
serta semakin
meningkatkan

kin-
pertanian

capalan
CT]d
melalun  kena
l\L‘Idm u.‘ttLh
dan kerja 1kh-

las

Dalam
upaya  untuk
meningkatkan

keberhasilan

tersebut  tentu
dibutuhkan
kontribusi1 dan

9731978 N
il ki

dukungan dan
berbagai kom-
intern

ek
stern  (stake-

holder) di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat

ponen

Y|

maupun

Jenderal selaku aparatur pengawasan intern, merupakan
salah satu kompenen vang dituntut mampu memainkan
perannya dalam mendukung pencapaian program dan
kegiatan di Kementerian Pertaman. Selain itu, Inspektorat
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an di Bidang Pengawasan

Jenderal memegang peranan penting dalam mendorong
terwujudnya pencapalan 4 (empat) larget Sukses Pen

bangunan Pertanian, yvaitu; (1) swasembada dan swasem-
bada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikas: pangan,
(3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta

(4) peningkatan kesejahteraan petani pada tahun 2014

Perjalanan Inspektorat Jenderal

[nspektorat Jenderal Kementerian Pertaman telah
31 Me:1 2013)
dalam

memasuki usia 46 tahun (31 Mer 1967

_adi Y

meng
—

@S

(1A1

abdi

mendedikasi-
kan

Kementerian

kepada

Pertanian mel-
alu bidang

pengawasan

Kita semua
pasti sepakat,
bahwa 46 ta-
hun bukanlah
waktu yang
pendek. Ham

pir  setengah
abad, Inspek-
torat Jenderal
telah malang
melintang  di
dunia '\ penga-
wasan, Disas

dan atau tidak, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya pastt menemukan adanya rnintangan
dan hambatan. Namun, di tengah himpitan dan tantangan
tersebut, Inspektorat Jenderal mampu mengukir berbagai

prestasi vang gemilang di bidang pengawasan, maupun
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prestasi-pretasi lamnya

Kiprah Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan
s¢ldma 46 tahun, senyatanya dapat dikatakan telah mem-
banggakan. Inspektorat denderal telah mengukir banyak

prestas

| dan berbagidraprésias) dan pihak eksternal pun

ielah dibenkan kepada Inspektorat Jenderal bailk di b

dang pengawasan maupun non peagawasan

Kinerja Nvata Inspektorat Jenderal

Lingkat Kerugian negara dalam pengglmaan ang

garan pada Satuan Kena di lingkungan Kementerian Per
tanian semakin menunjukan adanya laju penurunan yang
signiiikan, Melalur Gerakan SAKIP, Inspektorat Jenderal
mampu mendorong peningkatan nilai Laporan Akunta-
hiitas Kinena Inst KIP) Kementenan

F]L'.'LH. d F".hi.i tahu 19 berdasarkan hasil evalu

ran PAN & RB memperoleh berpredikat

Ucrakan H‘\‘}\lp IL"I'\L'l"l-!. rl'.h!.i

asi dan Kem

CL. Selanjutnys,
tahun 2010 milan LA Nementenan Pertanian men
peroleh nilar B dan lal " ningkat menjadi (B+)

{1L'I van sxKol "I|J,; ‘:

Selan ciakan SAKIP.  Inspektorat-Jeuderal
T JHS) RAN=-Peraxan 1ait Vallu, UerakKan ‘\PT
Lycral WHBK dan Gerakan WTP Melalwm Gerakan

SPL, Inspekioral Jenderal mengajak dan mendorong un-

[uk !I-L'I]lh,t‘lj-'l.m Sistem Pengendahan Intem Pemenntah
(SPIP) Vang memadal berdasarxar Peraturan Pemenntal
Nomor 60 Tal YOUS pada seluruh umit kena di hingkus

gan Kementenan Pertanial

Gerakan SPI Lksanakan scjak
maksudkan untuk mendorong terwujudnya tatake
emenntahan yvang baik (good governance lingkur
gan Kementenan Pertanian, Pada Tahun 2009 dan 20
sasaran Gerakan SPl adalah seluruh unit kena dan |
aksana Tekmis (UPT) di lingkup Kementenan Penta-
AN Adapui s
dan 2012 ada
dana dekonscntras: dan tuyg as pembantuan'dank cntente-

sosialisasipemibis

in pembinaan SPIP mula: tahun 2011

sehw ul"Swiker dacrah yang mengelola

nan Pertanian. Selain melalu kee
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naan SPIP, Inspektorat Jenderal juga melakukan penilaian
ymplementasi SPIP, khususnya di Satker dan UPT.

Penilaian dimaksudkan untuk mendorong dan mem-
berakan apresiasi kepada umit kerja yang telah mengim-
plementas: PP 60 Tahun 2008 secara memadai. Sanipai
dengap saat imi, berdasarkan hasil penilaian penyeleng-
garaan SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
menunjukan bahwa scbesap 80.99% Satuan Pglaksana
Pengendah Intern (Satlak-PI) di lingkungan Kemente-
rian Pertanian telah mempéroleh predikat Hapdal. Ben-
tuk penilaian SPIP yang dilakukan Inspektorat Jenderal
dilakukan melalui dua pendeékatan, yaitu penilaian terkait
penyelenggaraan SPIP dan melalui audit. Penilaian pe-
nyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk menilai kehan-
dalap Satlak-Pl dan mendobrong penerapan SPIP pada
setiap ‘kegiatan stratégis. Adapun penilaian SPIP melalu
wdit dimaksudkan untuk mengetahui apakah SPIP yang
disusun telah memadai dan dapat mendorong pelaksanaan
kegiatan scecara efckuf dam efisien, pelaporan keuangan
vang handal, pengamanan aset negara dan ketaatan terha-

dap peraturan perundangan'yang berlaku

J[:""HL'L'.II

pada intinya

rat Jenderal menginisiasi Gerakan WBK,
intuk mendorong féwujudnya pemerintahan
yang bersih (clean government) di lingkungan Kemente-
nan Pértaman, melalui pembinaanfekad anti korupsi den-
gan target seluruh pimpnan dan pégawai di Kementerian
Pertanian. Pembinaan Tekad Anfik@Rupsi yang dilak sana-

kan oleh Inspektorat Jenderal lebibdigrahkan menum-

buhkan komitmen antik melaldy pemahaman dan

pendekatan hukum 4an hukum fncgara.

Sepertt halnyva Gerakan SPIL. bahwa Gerakan WBK

melalui Pe 1an Tekad Antikorupsi telah dilaksanakan
sejak tahun 2009. Pada tahun 2012 dan 2013, Pembinaan
lekad Antikorupsi dengan sasaran selurufpimpinan dan
cngelola keuangan dan Dana Dekonsentrai dan Tugas

Pembantuan dan Kementenan Pertanian. @@apun pada

tahun sebelumnya, pembinaan tekad antikorupsiJebih di-
fokuskan pada selu pinan dan pegawa @lingkun-
gan Kementenan Pertania perti halnyva Gergkan SPL,

Gerakan WBK selain melalui pembinaan, juga dilskukan
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penilaian untuk menetapan unit kerja WBK, berdasar-
kan kriteria yang telah ditetapkan. Sampai dengan saat
ini, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh In-
spektorat Jenderal menunjukan bahwa sebanyak 53,55%
unit kerja Kementan telah mendapat predikat Unit Kerja
WBK.

Laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun
2012 berdasarkan hasil audit BPK-RI masith memperoleh
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil tersebut
tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi Inspektorat
Jenderal selaku aparat pengawasan intern di Kementerian
Pertanian. Ke depan melalui Gerakan-WTP, Inspektorat
Jenderal harus lebih fokus dan mengupayakan solusi pada
substansi permasalahan belum terwujudnya opinit WTP
atas laporan keuangan di Kementerian Pertanian, yaitu
penanganan dan pengelolaan aset di Kementenan Perta-

nian

Tantangan Ke Depan

Bergesernya paradigma pengawasan, dari watch
dog, Consulting Partnership menuju Quality Assurance
menjadi sebuah tantangan serius dan konsekuensi bag
seluruh komponen Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jen-
deral dituntut mampu untuk memerankan dirinya, men-
jadi penjamin kualitas (Quality Assurance) tercapainya

program pembangunan pertanian.

Tantangan perubahan paradigma tersebut perlu
disikapi positif dan optimis, dengan melakukan reformu-
lasi dan revitalisasi program-program pengawasan, strate-
gi pengawasan dan kebijakan pengawasan yang telah ada
di Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal harus berani
melakukan perubahan mendasar terhadap ketiga aspek
tersebut, dengan harapan pelaksanaan kegiatan penga-

wasan lebih efektif

Penutup

Perjalanan panjang Inspektorat Jenderal dalam
mengawal dan mendorong pelaksanaan reformasi bi-

rokrasi di Kementerian Pertanian melalui aksi-aksi nyata

; AUDIT®R

sejak tahun 2008 telah berbuah manis. Pada akhir tahun
2012 seluruh pegawai di Kementerian Pertanian telah

menerima remunerasi. Hal tersebut sebagai apresiasi
pemerintah kepada seluruh pegawai Kementerian Perta-
nian yang telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan

Reformasi Birokrasi

Sejatinva keberhasilan pelaksanaan reformasi bi-
rokrasi tidak hanya diukur dengan diperolehnya remu-
nerasi, namun peningkatan pelayanan, perubahan pola
pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) menjadi
tanggung jawab utama. Terkait dengan tuntutan peruba-
han tersebut, tentu tugas dan tanggung jawab Inspektorat
Jenderal ke depan bukannya semakin ringan, namun se-

baliknya

Inspektorat Jenderal melalui bidang pengawasan
selalu dituntut mampu untuk meningkatkan Kinerjanya,
melalui pengawasan vang berhasil guna dan berdaya guna
guna mendukung pencapaian program-program pemban-
gunan pertanian. Selain itu, Inspektorat Jenderal mampu
memainkan peran strategisnya guna membawa iklim pe-
rubahan yang lebih kondusif di lingkungan Kementerian

Pertanian.

Tantangan yang paling mendasar adalah bagaima-
na Inspektorat Jenderal mampu, “Mewujudkan Inspek-
torat Jenderal yang Lebih Berkualitas dan Berintegritas”™.
Untuk mewujudkan mimpi tersebut tentu dibutuhkan
upaya dan aksi-aksi nyata. Pimpinan dan seluruh pegawai
Inspektorat Jenderal harus bersinergi dan berkomitmen
untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan integri-
tas. Selain itu, perlu membumikan strategi pengawasan
“GREEN AUDITS” dalam pelaksanaan tugas audit secara
profesional dan berintegritas, serta penyusunan kebijakan
pengawasan terintegrasl yang mengakomodir tuntutan
masyarakat dan perkembangan teknologi. - Hemi Nugraha




Penerapan E-Audit Dapat Mempercepat Audit Kinerja

Oleh
Dyah Widoretno Hastut

in teknologi informatika vang semakin pesat, seorang auditor dituntut untuk mema-

Jeiring dengan perkembang

Ikasi komputer dalam mendukung pe laksanaan rugasnva baik sejak perencanaan, ;J(fr'uk_nm;mn sampai

nami svsiem apl

dengan saat pembuatan laporan hasil audit

‘ deng

udit yang dilakukan selama im dengan pen-
gumpulan data, mengevaluas: bukti-bukti atas

informasi) untuk menentukan dan melaporkan
tngkat kesesuaian informasi tersebut dengan Kritena-
knitena yang telah ditetapkan membutuhkan waktu yang
cukup lama, tenaga dan jumlah sumberdaya manusia
yang cukup banvak, serta biaya vang cukup besar. Dalam
mendukung optimalisas: penenmaan Negara, mendukung
efisiensi dan efekuivitas pengeluaran Negara diperlukan

suatu terobosan dalam pelaksanaan audit dengan meng-

gunakan E-Audit oleh pihak yang kompeten, obyektif

dan independen. Sampair dengan saat 1n1 penerapan k-
Audit mulai dilaksanakan atau diujicobakan oleh Badan
Pemenksa Keuvangan (BPK), walaupun belum secara
kescluruhan, namun setidaknya sudah mular dilaksana-
kan antara lain untuk mengetahui kebenaran penjalanan
dinas yang dilaksanakan oleh pegawai negen sipil dengan
cara melakukan Memorandum of Understanding (MolY)
an maskapal penerbs 0, P1. An.

= vang ada d

i ATRT B - =
; BT
| b L

W
- .ﬂr s 'fﬁﬁ-ﬂ";
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Untuk melaksanakan suatu kegiatan E-Audit, mis-
alkan audit keuangan diperlukan suatu tahapan-tahapan
kegiatan yang perlu dipersiapkan dan dapat disampaikan
sebagai benkut
|. Membuat MoU dengan auditee/ auditan untuk

pengembangan sistem informasi, sehingga dapat
melakukan akses data ke svstem informasi tersebut.

| ]

Auditan membenkan akses kepada auditor untuk da-
pat mengambil data Laporan Keuangan yang dibu-
tuhkan melalui sistem informasi yang dikelola secara
bersama dengan jaringan internet yang dapat diakses
secara online dan real time, sehingga proses audit da-
pat dilakukan sewaktu-waktu.

3. Harus dipastikan keag
aberikan kepada audl
Mdalam rangka pem

annyay bahwa akses yang

i 1';. ya digy akan oleh audi-

.
Wiy

»

Auditor melakukan ySlem ke system T forma
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Pelaksanaan pengumpulan data menjadi lebih cepat
dibandingkan dengan cara konvensional, karena di

lakukan dengan bantuan komputer

Dapat digunakan untuk mengembangkan cakupan

pemeriksaan vang lebih luas dan mendalam

Karena datanva berupa paperless maka retensi doku

men vang lebith lama dan handal |0 tahun, akses
data vang lebih cepat, analisa lebth mudah, dapat
berkolaborasi jarak jauh & pengawasan yang lebih
lama

Walaupun terdapat beberapa kelebihan, namun

pelaksanaan E-Audit diyjumpai pula beberapa kelemahan

antara lan

l Adanya resiko keamanan data, karena menggunakan
jJaringan internet yang memungkinkan akses data dil-
uar kepentingan pemeriksaan, serta adanya kejahatan
computer, adanya virus vang dapat merusak database

dan auditee

2. Minimnya sarana dalam pelaksanaan E-Audit teru-
tama untuk pelaksanaan di daerah-daerah yang jarin-
gan internetnya masth susah, histrik yang tidak stabil
dan biaya yang mahal dalam pengadaan dan flexi-
bilitas software

il

Membutuhkan SDM vang memiliki kemampuan
dalam penggunaan komputer baik auditor maupun

dari pihak auditan.

4. Input data yang dibutuhkan harus berasal dan kom-
puter atau software dalam penyusunan laporan
keuangan dan software yang digunakan untuk semua
entitas dalam pembuatan laporan adalah seragam, se-
hingga memudahkan dalam proses pengolahan data.

5. Dukungan dari pihak-pihak terkait sangat mutlak
diperlukan dalam penyediaan sarana, SDM dan moti-
vasi kepada pelaksana penyusun laporan keuangan.

Dengan adanya kelemahan atau kendala tersebut
perlu adanya suatu rencana penerapan E-Audit yang tepat
dengan melihat kesiapan dan auditee yang kondisinya
berbeda-beda dan kesiapan dari auditornya, serta perlu-
nya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan pen-
erapan E-Audit baik kepada auditee maupun auditor.

Sistem E-Audit Dalam Pelaksanaan Audit Kinerja
apakah sudah saatnya untuk diterapkan dan mungkinkah
dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal?

Dengan melihat kelebihan dan kelemahan dalam
pelaksanaan E-Audit serta pesatnya perkembangan
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teknologi informatika, maka tidak menutup kemungkinan

bahwa E-Audit sudah saatnva untuk mular dnajag: dei
can Membuat Mol

W f [
SISIEm 1mniormasi

denean auditan untuk |m-::_‘\"ni- inge
schingga dapat dilakukan akses data
data vane dibutuhkan oleh auditor ["'_:-.L‘. saat akan dil

' Data-dat

sanakan audit maupun saat pelaksanaan audit
vang bisa diakses oleh auditor antara lain data lapora
L‘”l"aﬁ—""-‘”“-l‘-? 1EI|!| umum tentane unit ket
Kegiatan-Kegiatan vang akan dilak

n dilaksana

keuanean

vane akan diaudit

sanakan. rencana kena dan keeiatan vang aka

kan (TOR) maupun laporan akhir kegiatannva, serta data

dukune lainnva

Apabila data-data tersebut sudah dapat diakses

melalur komputer tentunya hal 1m1 merupakan audit pen
dahuluan yang sangat efisien dan efektit baik dan seg
waktu maupun biaya. Auditor yang telah mendapat data
data pendahuluan atau data-data dasar yvang diperlukan
untuk pelaksanaan audit dapat segera melakukan analisa,
pencermatan dan evaluasi terhadap bukti-bukti atas in-
formasi untuk disesuaian dengan knteria — kriteria yang

telah ditetapkan

Namun demikian suatu pelaksanaan audit tidak
hanya dapat dilakukan dengan E-Audit, karena untuk
mendapatkan suatu bukti yang relevan, kompeten, mate-
rial dan cukup masih diperlukan suatu kegiatan uj1 petik
lapangan untuk konfirmasi dengan pelaksana kegiatan,
pembuktian kebenaran hasil pelaksanaan kegiatan vang
terkait dengan bukti fisik yang telah dilaksanakan (seperti
bangunan, bantuan tanaman, bantuan ternak, peralatan
dsb), tetapt banyak manfaat yang dapat diperoleh den-
gan E-Audit sepert1 yang tersebut diatas tentunya dengan
tidak mengabaikan kelemahan-kelemahan yang dapat
menghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

Penulis adalah Auditor pada Inspektorar 1
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E-Audit Sudah Siapkah Auditor Internal?

E-audit atau electronik-audit adalah proses atau kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara
suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh auditor yang kompeten

dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis,
dan selekiif, guna memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan.
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tuk data dan dokumen yang diperlukan sudah dapat di-
akses lewat basis data melalui computer. Karena dalam
audit around the computer pengujian yang dilakukan han
ya sebatas kualitas input dan output. Tetap: tidak menutup
kemungkinan system tersebut dapat diterapkan oleh APIP
dengan audit kinerja atau audit investigasi yaitu dengan
system e-audit dapat dilakukan dengan audit pendahuluan
sehingga dapat membuat rencana audit kinerja dan inves-
tigasi lebih efisien dan efekti

Prosedur e-audit

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BPK seba-
gal aparat pengawas external yang telah mengambang e-
audit telah membuat prosedur sebagai pelaksanaan e audit
. contohnya dalam audit pengadaan barang/jasa yang juga
telah dilakukan oleh Auditor Inspektorat jenderal Kemen-
terian Pertanian ketika melakukan audit pengadaan ba-

rang/jasa di Pusat, yaitu .
1. Persiapan.

a. Auditor menyerahkan surat tugas kepada au-
ditee (Panitia Pengadaan) dan diteruskan kepada
LPSE untuk mendapat akses ke aphkasi SPSE

b. LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan
kode akses terhadap nama-nama yang tercantum
dalam surat tugas

It

Pelaksanaan.

a. Proses audit pengadaan barang/jasa secara elek-
tronik dilaksanakan melalui fasilitas yang dise-
diakan dalam aplikasi SPSE.

b. Auditor hanya dapat mengakses data dan infor-
masi yang disampaikan ULP/Panitia Pengadaan
yang menjadi obyek audit sebagaimana tercan-
tum dalam surat tugas.

c. Auditor dapat menemui ULP/Panitia Pengadaan
untuk memperoleh informasi dalam rangka

proses audit.

F fektifitas e- audit

Sejak pertengahan 2010 BPK sudah menanddan-
gani MOU dengan seluruh entitas di 33 provinsyéan su-
dah diaudit dengah system e-audit dan tahun 2014 dihara-
pkan sudah dapat operasional seluruhnya. Hal tersebut
juga dapat dilakukan oleh APIP kementenian/Lembaga
untuk melakukan MOU dengan seluruh Satkernya

Menurut BPK penerapan e-Audit in1 merupakan

8 AUDITOR

suatu kemajuan dalam hal pemeriksaan dan mantaatnya

sangat besar bagi pemerintah daerah sebab dapat mem

bantu dalam melaksanakan pembinaan ke seluruh SKPD

maupun dalam membuat Laporan Pertanggungjawa
ban APBD, sehingga memiliki nilai akuntabilitas dar

11 ANsparansit ang 1nnggi

Dengan adanya pengawasan vang kuat akan me
maksa pihak-pihak untuk mengurangi korupsi secara sis-
temik. Satu contoh konkret yvang dilakukan BPK dalam
pengawasan dengan e-audit adalah dalam hal tiket pe
sawat perjalanan dinas Pegawai Negen Sipil (PNS). BPK
telah melakukan kerja sama dengan PT Angkasa Pura |
dan Garuda untuk mengetahui kebenaran tiket dan board-

ing pas. Dengan e-audit pengawasan untuk perjalanan
dinas dapat dilakukan 100%, bukan sampling. Dengan
berjalannya e-audit biaya untuk melakukan audit akan
berkurang. “Biaya yang berkurang tersebut seiring den-
gan cakupan audit yang makin luas dan kecepatan audit
vang semakin cepat. Hal tersebut juga pernah dilakukan

oleh auditor Investigasi dalam melakukan audit perjala

nan dinas, dan terbukti hasilnya lebih efektif dan efisien

Dalam melakukan e-audit terdapat fasilitas yang

tersedia yaitu

. memungkinkan auditor untuk melakukan fungsi-
fungsi audit yaitu membandingkan antara data/infor-
masi tertentu dengan data/informasi lainnya

2. memungkinkan auditor mengambil data dar data-
base.LPSE, kemudian menyimpannya ke dalam da-
tabase tertentu untuk kepentingan audit, memasuk-
kan data dan lapangan ke database, dan melakukan
fungsi-fungsi sebagaimana lazimnya suatu kegiatan
audit.

3. memungkinkan —adanya kolaborasi antara auditor
dengan auditee dalam proses audit sehingga bebera-
pa hal yang tidak jelas dapat dikomunikasikan dan
didokumentasikan.

4" memungkinkan auditor mehyampaikan summary dan
informasi-informasi hasil audit yang penting ditin-
daklanjuti oleh auditee. Beberapa summary dimak-
sud sebagai berikut:

a. Temuan Hasil Audit Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah (Nomor, Kode Temuan, Nama Te-
muan, Uraian Temuan, Nilai Temuan, Kritena,
Penyebab, Akibat);

b. Rekomendasi (Nomor, Kode Rekomendasi,
Nama Rekomendasi, Uraian Rekomendasi);

Media Auditor - Edisi 33, September 2013



ch BPK
mal (APIP)
iDANn sumi-

tem dan

NG Irterralbonal

Media Auditor - Edisi 33, September 2013 AU D l T - R



E- Audit dan Kemungkinan Penerapannya pada Audit
Kementerian/Lembaga

Oleh: Wasis Budi Setvanto

E- Audit merupakan bagian dari E-Government, penerapan E-Audit dapat menghemat biaya audit dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

erkembangan audit akhir-akhir 1m1 mengalami ke-

majuan yang pesat, baik internal audit maupun ek-

sternal audit. Perkembangan tersebut sudah men
carah kepada sistem audit elektronik atau biasa dikenal
dengan e-audit

Sekretanis Jenderal BPK-RI
mengatakan, BPK telah

Hendra Ristriawan
dalam www.Jurnas.co.2011
mengalokasikan anggaran senilai Rp50 mihar untuk
membangun pusat data dalam rangka penerapan sistem
e-audit. Dengan penerapan sistem tersebut, pemerintah
bisa menghemat biaya pemeriksaan ke lapangan. Dengan
sistem e-audit 1tu pula, auditor bisa setiap saat mengakses
data tanpa harus ke lapangan, sehingga bisa mengefek-
tifkan waktu dan biaya. Hingga kini sudah ada sebanyak
838 instansi pemerintahan yang menerapkan sistem e-
audit, diantaranya, di tingkat kementerian sebanyak 34,
non-kementenan sebanyak 39, lembaga negara sebanyak
6, BUMN sebanyak 87, DPRD sebanvak 514, BPK Luar
Negern sebanvak 13, dan Pemda sebanyak 145 instansi

Pengertian

Sebelum masuk pada maten e-audit, ada baiknya
diketahui definis1 Audit. Audit menurut Arens dan Loeb-
becke adalah pengumpulan dan penilaian bukti mengenai
informasi untuk menentukan dan melaporkan mengenai
tingkatan kesesuaian antara infomasi yang dikumpulkan
dengan ketentuan yang ditetapkan, serta dilakukan oleh
orang yang berkompeten dan independen. Sedangkan
menurut American Accounting Association bahwa Audit
adalah proses yang sistematis mengenai perolehan dan
penilaian bukti secara obyektif yang berkenaan dengan
pernyataan mengenai tindakan — tindakan dan kejadian
kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan ting-
kat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria
yang telah ditetapkan serta untuk mengkomunikasikan

Chladia
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hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Dan defimis1 di atas, dapat digarisbawahi bahwa
(1) audit merupakan tindakan pengumpulan dan penila-
1an bukti secara sistematis; dan (2) penentuan Kesesuaian
antara kenyataan dengan kriteria, oleh orang yang kompe-
ten dan indenden.

Selanjutnya, definis1 e-audit sebenarnya sama den-
gan definisi audit, hanya saja untuk e-audit, proses pen-
gumpulan dan evaluasiy/analisis data dilakukan dengan
berbantuan komputer.

Penerapaan e-audit

e-Audit di ingkungan pemerintah merupakan ba-
gian integral dan e-Government. Hal 1n1 sesuai dengan
defimisi1 e-Goverment menurut Caldow, dalam disertasi
Indarajit, 2006 bahwa pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikas: (TIK) guna pelaksanaan pemerintahan
yang efisien dan murah, dengan meningkatkan pelayanan
masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik, se-
hingga masyarakat mudah mendapatkan informasi. Selain
itu, manfaat e-government menurut Rahardjo, 2001, yaitu
(1) pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat: (2)
peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis,
dan masyarakat; (3) pemberdayaan masyarakat melalu
informasi yvang mudah diperoleh; dan (4) pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien

Kemungkinan penerapan di lingkungan kementeri-
an/lembaga pada umumnya dan lingkungan Kementerian
Pertanian pada khususnya, besar kemungkinan dapat di-
laksanakan. Menurut penulis, tentunya hal tersebut harus
didukung dengan sarana-prasarana yang memadai, sepert
kebijakan Top Manajemen, ketersediaan anggaran, sum-
ber daya manusia yang memadai, baik kuantitas maupun
kualitasnya, dll. Hal i1 diperkuat dengan hasil penelitian

Media Auditor - Edisi 33, September 2013
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pengumpulan data menjadi lebih cepat; (2) audit Kinerja
laporan keuangan dilakukan lebih cepat; (3) memperluas
dan memperdalam cakupan audit. Sedangkan kelema-
han penerapan e-audit antara lain: (1) risiko keamanan
data yang semakin tinggi, karena sistem yang digunakan
menggunakan jaringan internet; (2) biaya pengadaan soft-
ware yang mahal; (3) minimnya ketersediaan jaringan
internet yang memadai; (4) SDM yang memiliki peng-
etahuan computer kurang memadai; (5) minimnya sarana
dalam penerapan e-audit

Berdasarkan uraian di atas dapat dissimpulkan bah-
wa: (1) definisi e-audit pada dasarnya sama dengan defin-
1s1 auditing, hal yang membedakan adalah untuk e-audit,
proses pengumpulan dan evauasi/analisis data dilakukan
dengan berbantuan komputer, sedangkan auditing dilaku-
kan secara manual/konvensional; (2) penerapan e-audit
dapat mewujudkan efisiensi dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat/auditee; (3) penerapan e-audit di ling-
kungan kementerian/lembaga dapat diwujudkan, dengan
didukung kebijakan, sumber dana, maupun SDM yang
memadai; (4) audit kinerja/laporan keuangan dilakukan
lebih cepat; serta (5) memperluas dan memperdalam
cakupan audit

Penulis adalah Auditor Inspektorat [
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Kerja adalah rasa cinta yang terlihat.
(Kahlil Gibran)

Hendaknya keindahan sesuatu yang Anda cintai
adalah sesuatu yang Anda kerjakan. (Rumi)

Hidup adalah kesempatan untuk menyumbangkan cinta
dengan cara kita sendiri. (Bernie Siegel, M.D.)

Ukuran tubuhmu kurang penting, ukuran otakmu agak penting,
ukuran hatimu adalah yang paling penting. (B.C. Gorbes)

Cara yang nyata untuk membedakan Anda dari saingan Anda
adalah layanan yang Anda berikan. (Jonathan Tisch)
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gara. Penajaman implementasinya dilakukan mulai dan
identifikasi sumber-sumber data dan informasi auditan
vang diperlukan. Data itu kemudian diolah dan diguna-
kan dalam proses audit secara elektronis. Hasil pengola-
han itu, selanjutnya dipadukan dengan data dan informasi
yang diperoleh dari entitas yang diperiksa. Penggabungan
data diperlukan, mengingat entitas pemeriksaan yang be-
gitu banyak dan harus dilakukan audit dalam waktu yang
terbatas. Dilain pihak, jumlah auditor terbatas dan waktu
audit dibatasi hanya 8 hari per auditan. Sehingga, audit
dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih efisien, dan
lebih efektif.

Sebagai langkah awal untuk mempermudah peng-
gabungan data, institusi auditor membuat kesepakatan
bersama atau nota kesepahaman dengan pihak auditan.
Kesepakatan bersama ini bukan mengatur mengenai Ke-
wenangan atau perizinan akses oleh auditor atas data au-
ditan, melainkan hanya mengatur mengenai cara untuk
mengakses data. Sehingga, dapat dilakukan akses data
pihak auditan di tempat auditor, melalui sistem informasi
vang dikembangkan dan dikelola bersama oleh kedua
pihak. Dengan cara ini, pemeriksaan akan semakin efisien
dan efektif. Waktu yang digunakan auditor di entitas yang
diaudit untuk proses pengumpulan dan pengunduhan data
akan dapat berkurang. Itu karena, sebagian atau bahkan
seluruh data sudah bisa diakses dari institus: auditor. Se-
hingga, optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang transparan dan akuntabel pun
dapat terwujud. Ujungnya, harapan akan berkurangnya
KKN secara sistemik, terwujudnya optimalisas: peneri-
maan negara, dan pengeluaran negara yang efektif, akan
semakin dekat dengan kenyataan. Keuangan Negara pun
akan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat.

Pelaksanaan audit selama 1m pada dasarnya tidak
terkendala dengan adanya pembatasan atau akses terha-
dap data dan pihak auditan. Namun, dengan konsep e-au-
dit in1 diharapkan dapat memberikan nilar tambah bagi
pihak auditor maupun pihak auditan. Bagi auditor, imple-
mentasi e-audit akan mengefektifkan proses pemeriksaan,
mengingat data sudah tersedia bagi auditor sebelum tim
melakukan pengujian di lapangan, sehingga dapat mel-
akukan analisa lebih awal dan lebih komprehensif atas
data pemeriksaan. Implementasi e-audit juga menjadi
instrumen early warning system (sistem peringatan dini)
jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
di sektor publik sehingga dapat lebih efektif mendorong
akutabilitas pengelolaan pada institusi pemerintah dan
BUMD. Selain i1tu, auditor juga dapat memantau dan mer-
eviu pemanfaatan serta kesiapan auditan dalam pengem-
bangan teknologi informasi yang tentunya akan memberi-
kan masukan yang bernilai tambah bagi auditan.

Chladir
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Dalam rangka implemetasi e-audit, walaupun insti-
tusi auditor memiliki kewenangan dalam mengakses data
dari auditan terkait dengan kegiatan audit, tetap diperlu-
kan nota kesepahaman Memorandum of Understanding
(MOU) antara nstitusi auditor dengan pihak auditan.
Nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk mem-
perjelas mekanisme pemerolehan dan pemanfaatan data,
sehingga menjamin kerahasiaan data dan meminimalkan
resiko penyalahgunaan penggunaan data oleh pihak yang
tidak berwenang.

Beberapa Faktor Kunci

Penerapan e-audit bukan tanpa konsekuensi. Mes-
ki dinilai bisa lebih efisien, harus ada satu mekanisme
agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, legal, dan
bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Selain itu,
dalam proses yang berbasis pada teknologi dan informasi
masalah keamanan dan otentitas data harus menjadi per-
hatian yang lebih, apalagi jaringan yang dipakai melalui
Internet. Ancaman peretas (hacker) pasti akan ada. Hal i
menjadi ancaman serta masalah yang cukup serius karena
menyangkut data-data laporan keuangan pemerintah dan
lembaga lain yang diaudit. Otentifikasi data dar auditan
harus bisa benar-benar dipastikan keashiannya. Pasalnya.
penggunaan media internet memungkinkan terjadinya
intervens: data oleh pihak-pihak vang tidak berkepent-
ingan. Untuk mengantisipasinya, perlu diperhatikan be-
berapa faktor penting diantaranya perlu memastikan dan
menjamin bahwa yang mengirim dan yang menerima
data memang orang yang berwenang, meminmimalisir pe-
luang peretas (hacker) untuk bisa masuk ke dalam sistem,
transaksi elektronik dilakukan dalam kanal tertutup serta
diperlukan tanda tangan digital dan sertifikat digital yang
bisa memastikan bahwa transaksi elektronik memang be-
rasal dar1 pihak yang dimaksud.

Adapun tindak lanjut berupa kelengkapan perang-
kat teknologi yang harus disediakan oleh auditan yaitu
menyediakan Personal Computer atau server untuk di in-
stal

aplikasi konsolidasi data, menyediakan jaringan in-
ternet sesual kebutuhan, memastikan Personal Computer
atau server yang akan dipasang modul agen konsohdator
dapat mengakses sumber data yang disediakan dan da-
pat berkomunikasi dengan server di Pusat Data Institusi
Auditor yang telah diinstal modul master agen konsolida-
tor melalui jaringan publik ( internet ) dan ;enunjuk LO (
Liaison Officer/Perwakilan ) sebagai penghubung antara
auditan dengan auditor untuk memperlancar jalannya
konsolidas: data.

Selain itu, auditan juga harus memlih salah satu
opsi Prosedur Koneksi Data dari alternatif berikut yaitu
Opsi 1, Agen Konsolidator mengakses read only lang-
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Menuju Pelaksanaan E-Audit
di Inspektorat Jenderal Kementan

Oleh: Y C Sumunarjati

L

Im;u-ﬁdwuf Jenderal Kementrian denean tugas melakukan audit, sangat berkaitan dengan penerapan

e-audit. Penerapan e-audit memiliki beberapa keunggulan, yang aalam pelaksanaannya memerlukan berbagai

dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik

eformasi Birokrasi adalah scbuah proses peru-
bahan pada sistem manajemen pemerintahan.
eformasi birokrasi merupakan upaya untuk mel-
akukan perubahan atau pembaharuan ke arah yang lebih
baik terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan ne-
gara, yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksan-
aan dan sumberdaya manusia. Dalam sembilan program
percepatan reformasi birokrasi, salah satu programnya
adalah pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-
government). Pelaksanaan program tersebut adalah den-
gan rencana aksi yaitu e-office, e-planning, e-budgeting,
e-procurement, e-performance dan e-audit

Dalam kaitan dengan tugas utama Inspektorat
Jenderal untuk melaksanakan audit, maka pelaksanaan ¢-
audit merupakan suatu keharusan yang dilakukan. Dalam
penulisan ini dikhususkan untuk membahas mengenai e-
audit, yang diawali dengan menguraikan terlebih dahulu
mengenai pengertian e-audit. Hal in1 dimaksudkan agar
terjadi persamaan persepsi dalam pembahasan e-audit
yang akan disampaikan.

Pengertian e-audit yang diartikan oleh BPK adalah
suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi
antara sistem informasi internal BPK-RI (e-BPK) den-
gan sistem informasi internal milik entitas pemenksaan
(e-Auditee), sinergi in1 membentuk sebuah komunikasi
data secara on line antara e-BPK dengan e-auditee yang
secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara di BPK. BPK akan da-
pat melakukan perekaman, pertukaran, pemanfaatan dan
monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak,
dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara. Dan definisi audit tersebut, secara
umum pengertian e-audit tidak berbeda dengan audit, ka-
rena e-audit merupakan metode dalam pemeriksaan, yang
membedakan adalah proses pengumpulan bukti dan eval-
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uasi bukti dilakukan dengan bantuan komputer.

Dalam rangka mempertimbangkan pelaksanaan e-
audit di Inspektorat Jenderal, harus dilakukan identifikasi
kelebihan dalam penerapan e-audit dalam rangka menun-
jang pelaksanaan tugas audit

Beberapa kelebihan dalam pelaksanaan e-audit,
antara lain:

1. Pelaksanaan pengumpulan data menjadi lebih ce-
pat.

Dalam pelaksanaan e-audit ada kelebihan dalam pen
gumpulan data menjadi lebih cepat, karena pelak
sanaan pengumpulan data dapat dilakukan sewak-
tu-waktu dan bersifat real time online maka proses
pengumpulan data dapat menjadi lebih cepat diband-
ingkan dengan cara konvensional.

Satker lingkup Kementerian Pertanian jumlahnya
cukup besar dan tersebar di seluruh provinsi, dengan
adanya e-audit data dapat dikumpulkan terlebih da-
hulu sebelum tim audit melakukan audit lapangan
Data dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-
masing satker sesuai dengan kebutuhan data dalam
pelaksanaan audit.

Selain 1tu, cakupan satker yang menjadi objek audit
menjadi lebih besar. Berdasarkan data objek audit In-
spektorat Jenderal Kementan, pada tahun 2011 dan
1.913 satker yang menjadi objek audit 458 satker,
sedangkan pada tahun 2012 dari 2.473 satker yang
menjadi objek audit 452 satker, dengan pelaksan-
aan e-audit diharapkan cakupan objek audit menjad
lebih besar, karena dengan kemudahan pengumpulan

data audit.
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\udit terhadap laporan dilakukan lebih cepat
Karena dilakukan dengan berbantuan komputer.

Lata vang diper } ] ¥ puler maka

E-audit dapat digunakan untuk mengembangkan
cakupan pemeriksaan vang lebih luas dan men

-
%
5
Ny
b
\ ¥
. { N Nk L | L "
T 1al 1
A l L 1l Sihi N ol b L LLkadll L3 L
141 1 = % I ) I 1M rl ¥ 5
. % 1 i LT L L b1 KK Lt LA had Lad
\  sScragan H | 1enitl iK3 IMemper aa
—_ . i i
Liad 1 |,‘- Nl .‘LI'.." Iad nad

L

4. Dukungan dan pihak-pihak terkait juga sangat diper-
lukan. Dukungan dan pihak terkait yaitu pihak Es-
¢lon I dan masing-masing satker merupakan hal yang
mutlak diperlukan, karena tanpa dukungan tersebut
pelaksanaan e-audit tidak akan berjalan

.  Bimbingan teknis atau sosialisasi mengenai pelak-
sanaan e-audit
Dalam awal pelaksanaan audit maka perlu adanya
sosialisas atau bimbingan teknis terkait penerapan dan
c-audit
Melihat adanya syarat dalam penerapan e-audit un-
IK saat ini, akan ditemukan beberapa kendala/hambatan

yaitu: minimnya sarana dalam penerapan e-audit, min-

| sarana dalam pelaksanaan e-audit in1 terutama un-
tuk satker-satker yang janingan internetnya masth susah
delain sarana, tingkat pengetahuan SDM juga dapat men-

xendala, Khususnya belum semua pelaksana kegiatah

tke ¢ K1 pengetahuan dibidang komputer, hal ini
Kendala tersendin dalam penerapan e-audit
Isamping 1tu kemampuan auditor dalam bidang komput-
1sah. Dan kebutuhan dan dukungan
: ng ada, maka Inspektorat Jenderal
P ' poual bagaimana rencana pencrapan
at kondis: kesiapan dan
HEDCIUmM adanvya penerapan e-
nementenan Pertanian '["'-.'!in
erapan e-audit. Misalnvya
itker vang kualitas SDM
IKUKAI eh BPK
LK it Jendera
ingkup Kemei
I.  Penyusunan roadmap c-audit.
K IMmap ¢-audit sebagal panduan dalam pencrapar
e-audit me pull lanapan-tanapar yang harus dilaku
L RdlL pcncrapan < CINCcrniuxkan Kcesiapail
Sara dan SDM 4 KUp DEesSar. »e n iu, kesia
an SDM baik - aitol £a per
lipernank

Penataan peraturan perundang-undangan, pena-
taan tatalaksana, penataan organisasi, penataan
manajemen sumberdava manusia.

lomlls
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Hal imi diperlukan sebagai payung hukum dalam
pelaksanaan audit, kewenangan akses data ke mas-
ing-masing satker dan seluruh aspek yang men-
dukung pelaksanaan e-audit.

L

Pembangunan sistem e-audit

Hal ini dilakukan dengan membangun satu template
untuk setiap jenis pemeriksaan. Template ini terdir
dari template untuk program pemeriksaan, template
untuk laporan hasil pemeriksaan template untuk en-
titas profile dan sebagainya. Selanjutnya, dibangun
data base secara elektronik, dengan contoh kalau
temuan 1ini, rekomendasi ini1 dengan Kriteria i se-
hingga bisa seragam semua

Sebagai perbandingan dalam pelaksanaan e-audit,
saat in1 BPK telah melakukan pengembangan e-audit
mencapai 80% dan saat ini masih membangun for-
mula-formula audit dan pengujian-pengujian. For-
mula itu misalnya, apakah bisa menguj1 bantuan so-
sial secara elektronik atau formula perjalanan dinas

4. Tahap ujicoba penerapan melalui pilotting

Tahap ujicoba semakin diperluas objek pemeriksaan-
nya dengan menetapkan objek pemeriksaan meng-
gunakan skala prioritas yaitu tahapan objek pemerik-
saan yang datanya sudah terstruktur sampai belum
terstruktur. Dalam pelaksanaan pilot project dapat
dilihat efektivitas e-audit dan mencan bentuk e-audit
yang dapat mendukung pelaksanaan audit di lingkup
Kementerian Pertanian.

n

Pemanfaatan e-audit dalam rangka mendukung
pelaksanaan audit yang riil, khususnya dalam au-
dit Kinerja.

Dengan pelaksanaan e-audit, maka akan tersedia data
sebelum tim audit melakukan pengujan di lapangan,
dan dapat melakukan analisa lebih awal serta lebih
komprehensif atas data audit. Implementasi e-audit
dapat digunakan sebagai early warning system jika
terjadi penyimpangan. Pada akhirnya diharapkan
dengan e-audit bisa mengurangi KKN, karena adan-
ya monitoring yang kuat akan memaksa pihak peng-
guna anggaran untuk tidak melakukan KKN.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan e-audit merupakan suatu keharusan

s AUDITO

sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, adanya
kelebihan e-audit dalam menunjang dalam pelaksanaan
audit di lingkup Kementerian Pertamian. Dalam upaya
penerapan e-audit perlu didukung adanya beberapa fak-
tor penunjang agar pelaksanaan e-audit dapat berjalan
dengan baik. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pi-
lot project untuk melihat efektivitas e-audit dan mencari
bentuk e-audit yang dapat mendukung pelaksanaan audit
di lingkup Kementerian Pertanian

Penulis adalah {uditon fH\;h.'ﬂfmu.ff
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Hanya mereka yang berani
mengambil resiko untuk
melangkah lebih jauhlah

yang akan mengetahui
sejauh mana dia dapat
melangkabh. (T.S. Eliot)
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Penerapan E-Audit Pada Suatu Instansi Pemerintahan

Bidang Pengawasan

Disusun Oleh

Rina Utami dan Hem: Kusmijati

Penerapan teknologi informasi melalui pengolahan data secara elektronis (Electronic Data Processing/EDP)

akan memberikan dampak terhadap proses auditing dan sekaligus proses pengendalian intern Instansi Pemerintahan

sehingga timbullah beberapa pertanyaan “apakah teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki lembaga pemer-

intahan sudah dilindungi dari risiko kerusakan, kehilangan, kesalahan atau penvalahgunaan? ",

“apakah informasi

vang diolah dengan komputer sudah dapat kita yakini integritasnya (kelengkapan dan akurasi) ", dan " apakah

feknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan di pemeriniahan sudah dapat mencapai tujuannya uniuk

i ”-'-";'.HI.'.'J ;'1. Flid ..'H.'i,:"'dh.lrf THLan sualu .'.-m#r,_jg“- f‘l'”lt'f'i'i'ifdhtl” Secara 1’-’1'-‘.“.’.’ e

eknologt Informasi berbasis komputer mem-

punyal pengaruh  yang sangat besar terutama
bagi suatu organisas) dikarenakan suatu or-
ganisas) dihadapkan dalam hagkungan yang dinamis
dan sangat kompctitif, Proses pengambilan keputu-
san akan jaub lebih bailk apabila suatu organisasi
mengrapkan teknologi informasi dengan baik dan be-
nar, yang didalamnya dilakukan pengendalian intern
yang baik terhadap aplikasi-aplikasi teknologi
informasi yang ada dalam perusahaan dan melaku-
Kan proses audit yang berkesinambungan teratur dan

independen terhadap sistem informasi yang ada

Pada tahun 1960an, auditor masith belum men-
genal komputer secara keseluruhan untuk proses au
dit. Pada era tersebut, audit yang dilakukan masil
menggunakan sistem tradisional seperti mesin keuk
dan berpendapat bahwa melakukan audit secara efek
tif berasal dan bukti yang cukup tanpa keterlibatan
langsung dalam penilaian pengendalian-pengendal;-
an di dalam sistem komputer. Namun se¢jalan dengan
semakinterpady dan Kompleksnya sistem komputer,
jumlah dan frekuens: buk¥¥{evadence) non komputer
semakin menurun dan para auditor menghadapike-
butuhan yang semakin mcningkat dalam menvaring
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data dan aplikasi komputer maka para auditor mem-
butuhkan metode-metode baru yang menggunakan
komputer untuk mendapatkan data audit.

Definisi e-audit tndak jauh berbeda dengan
proses auditing, hanya saja proses pengumpulan buk-
li, serta evaluas) buktinya dilakukan dengan bantuan
Komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi
juga tidak lagiberupa hard copymelainkan berbentuk
file data komputer. Audit“kemputer tersebut berasal
dan Canadian Institute Of Charféred Accountants di-
mana pada tahun 1970 telah mempublikasikan suatu
buku pedoman yang menguraikan Secara gans besar
tpe-tipe pengendalian vang diperlukan dalam suatu
lingkungan bisnis yang dikomputerisasi. Kemudian
dukuti oleh pedoman audit berbasis komputer pada
tahun 1975 yang menguraikan tentang bagaimana
menilal kewajaran pengendalian komputer. Selan-
jutnya pada tahun 1974 telah diterbitkannya suatu
standar audit oleh American Institute Of Certified
Public Accountants dengan nama Statement On Au-
diting Standar atau Pernyataan dalam Standar Norma
Pemenksaan No 3 yang kemudian digantikan olch
SAS 48 berupa “The Effect Of Computer Prggessing
On The Examination Of Financial Statements (Pen-
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garuh Pemrosesan Komputer Terhadap Pemeriksaan
Laporan Keuangan) yang menjelaskan mengenai :

. Auditor harus mempertimbangkan metode-me-
tode yang digunakan oleh satuan usaha (entitas)
untuk memroses informasi akuntansi dalam me-
rencanakan audit karena dapat mempengaruhi
rancangan sistem akuntansi dan sifat prosedur
pengendalian akuntansi internal. Sehingga dalam
mengevaluasi pengaruh pemrosesan komputer
suatu satuan usaha terhadap pemeriksaan lapo-
ran keuangan, auditor harus mempertimbangkan
beberapa hal, antara lain : cakupan pemakaian
komputer dalam sctiap aplikasi akuntansi yang
penting, kerumitan operasi komputer dari satuan
usaha termasuk pemakaian pusat jasa dari luar

2. Auditor harus mempertimbangkan apakah ket-
erampilan khusus diperlukan untuk menilar pen-
garuh pemrosesan komputer terhadap audit un-
tuk memahami arus transaksi, untuk memahami
sifat prosedur pengendalian akuntansi internal;
atau merancang dan melaksanakan prosedur au-
dit.

Tata Cara Pelaksanaan Dan Dampak E-Audit-
Dalam Suatu Government

Manajemen Teknologi Informasi dan Komu-
nikasi pada suatu lembaga pemerintahan merupakan
suatu hal yang rumit dan komplek serta penting bagi
pelayanan publik maka sudah pasti semua pimpi-
nan lembaga pemerintahan sangat ingin mengeta-
hui kondisi tata kelola teknologi informasi dan ko-
munikas: yang selama in telah dilaksanakan oleh
lembaganya sehingga timbullah pertanyaan “apakah
teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki
lembaga pemerintahan sudah dilindungi dari nsiko
kerusakan, kehilangan, kesalahan atau penyalahgu-
naan?”, “apakah informasi yang dioleh dengan kom-
puter sudah dapat kita yakini integritasnya (keleng-
kapan dan akurasi)”,” apakah teknologi informasi
dan komunikasi yang dikembangkan di pemerinta-
han sudah dapat mencapail tujuannya untuk mem-
bantu pencampaian tujuan suatu lembaga pemerin-
tahan secara efektif?”’, dan * apakah kita memliki

.  AUDITOR

sumberdaya yang dapat memanfaatkan teknologi in-
formasi dan komunikasi secara efektif dan bertang-
gungjawab?”. Keempat pertanyaan tersebutlah yang
seharusnya menjadi perhatian untuk suatu lembaga
pemerintahan terutama suatu Instansi Pengawasan.
Keterpurukan tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi di lembaga pemerintahan saat in1 hanya
berupa belanja-belanja proyek teknologi informasi
dan komunikasi tanpa kejelasan kesesuaian dengan
keburukan organisasi dan kinerja yang diharapkan

Untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut.
perlu diketahui pula konsep e-audit yang menjadi
tolak ukur auditing, artinya aspek yang menjadi titik
krusial dalam audit yang dilakukan oleh auditor. As-
pek e-audit diatur dalam Peraturan Perundang-undan-
gan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-undang No
| 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ele-
ktronik (UU ITE) pasal 15 ayat | yang menyatakan
bahwa setiap penyelenggaan sistem ¢lektronik harus
menyelenggarakan sistem elektronik secara handal
dan aman serta bertanggungjawab terhadap berop-
erasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
Yang dimaksud “Handal” dalam UU tersebut artinya
sistem elektronik yang memiliki kemampuan yang
sesual dengan kebutuhan penggunaannya. Aman
artinya sistem informasi terlindungi secara fisik dan
non fisik, serta dapat beroperasi sebagaimana mes-
tinya artinya sistem elektronik memiliki kemampuan
sesual dengan spesifikasinya. Seclain itu terdapat
tiga kepentingan utama bagi auditor untuk melak-
sanakan e-audit, yaitu adanya perubahan-perubahan
yang terjadi dalam lingkungan auditor dalam sistem
pengolahan data jika dipergunakan suatu komputer,
adanya peluang-peluang yang diberikan oleh kom-
puter untuk pelaksanaan tugas-tugas auditing dengan
lebih efektif dan efisien, meningkatkan kejahatan
mempergunakan komputer sebagai akibat dar suatu
lingkungan yang dikomputerisasi dan pengandalan
pengendalian komputer bukti pendukung ¢lektronik
apabila pengendalian juga dapat diandalkan.

Beberapa aspek in1 dibawah in1 masih dalam
tahap pengembangan dan masih akan terjadi penam-
bahan titik audit atau mungkin terjadi pengurangan
titikk audit sebagai alasan dan efisiensi audit, yaitu
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menggantikan atau mengurangi dokumen-

dokumen sumber vang biasa digunakan
dalam sistem manual atau mekanis

Data yang disimpan dalam file yang terbaca
mesin (machine-readable files) sepert1 pita-
pita magnetik atau cakram padzn (CD) yang
dapat menggantikan atau mengurangi kebu-

tuhan adanya pereckaman (record) dan dasar

pembuktian (register histories) tertentu, pen-
gendalian pengolahan yang dapat mengges-
er review , transaksi-transaks: yang diproses
dar orang ke komputer

Adanya integrasi data akuntansi dengan data
operasional dalam file-file yang dapat dibaca
mesin dar suatu Instansi Pemerintahan baik
dalam kegiatan internal lembaga maupun
dalam memberikan layanan publik

Adanya risiko keamanan data yang semakin
tinggl karena sistem yang digunakan meng-
Risiko
data tersebut merupakan risiko yang mele-

gunakan internet atas keamanana
kat pada sistem jaringan internet dikarena-
kan kemungkinan akses data diluar kepen-
tingan pemeriksaan serta adanya kejahatan
komputer dan bahaya virus (misalnya virus
Trojan) yang dapat merusak database dari
auditee

(Penulis Auditor pada Inspektorat [11)
Wk Lmen

fan Hendarti. H. 2006, Audit Sistem Informasi, Mi-

ahoanl Il-nf- '.|II.||-' -'I.-.H\.J'F [l
ey, Marshall B & Steinbart, P. J, 2003, Accounting Infor-
n Svsiem, Edisi 9. Prentice-Hall, New Jersey

1996

lakarta

EDF

Pengendalian dan

Svstem Control and Audit, Pren
Jerser

2008 Peran Funesi Audir Sistem Informasi Dalam Per

Internal Perusahaan, Prosiding Konferensi Nasional
Yogvakaria

Prasetyo Utomo dengan judul “Dampak Pemanfaatan
logi Informasi Terhadap Proses Auditing dan Pengendali-

rernal”’ dalam Jurnal Teknologi Informasi Dinamik Volmie

XTI No 2. Juli 2006
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Sava hanvalah seorang manusia, tetapi saya

adalah seseorang. Saya tidak dapat melaku
kan segalanya, tetapi saya dapat melakukan
sesuatu. Saya tidak akan menolak
melakukan sesuatu yang dapat saya
lakukan. (Helen Keller)

Ingatlah selalu bahwa tekad Anda untuk
sukses lebih penting daripada yang lainnya
(Abraham Lincoln)

Manakala kita mencintai dan tertawa
bersama pasien kita, kita meningkatkan
derajat tertinggi penyembuhan, yakni ke-
damaian didalam hati. (Leslie Gibson)

Sudah menjadi kewajiban kita untuk maju
terus seakan-akan batas kemampuan kita
tidak ada. (Pierre Teilhard de Chardin)

Tak ada sesuatu pun yang pernah berhasil
dengan baik jika pelaksanaanya tidak
dibantu oleh semangat yang kuat. (Ni-
etzsche)

lTak seorang pun dapat memahami hati
manusia kecuali jika dia memiliki simpati
yang dibangkitkan oleh cinta. (Henry Ward
Beecher)

.'*-c'mnfrmr}'u saya Jﬂ!pti! mrrmgunﬁ.rm rasa
sakit, atau meredakan rasa nyeri seseorang,
atau menolong seekor burung murai yang
kebingungan kembali ke sarangnya lagi,
hidup saya tak akan sia-sia. (Emily Dickin-
son )

Kekuatan cinta dan perhatian dapat
mengubah dunia. (James Autry)




Perlunya Pengetahuan Teknologi Informasi Oleh Auditor Sebagai Dasar
Pelaksanaan E-Audit

Oleh

Pen rapan e Knologl informasi
r“il.lf‘-' il"lﬂl"llfrklillll Irl r‘l'{llllrllllfl. I.'I FOAAC A
Vang Nidak .l'..l;-..'.' dilinday

Kadrena kemajuan rexnologl

akan membantu Kita dalam membuat

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam bebera-
pa dasawarsa terakhir sangat berdampak pada berbagai
aspek kehidupan, tanpa kecuali pada proses bisnis termas-
uk audit vang dilakukan oleh instansi. Orgamisasi/instansi
cenderung memantaatkan tekhnologi untuk meningkat-
Kan chsiens: dan efekufitas yang bertujuan untuk mem-
perbaiki  Kinena. Pemanfaatan teknologi baik
langsung maupun tdak langsung
utama dalam proses bisnis

secara
sudah menjadi menu
Fenomena tersebut secara
langsung maupun udak akan mempengaruhi perilaku
dan "kebutuhan sgmua. pihak yang berhubungan den-
gan organisasi, termasuk auditor baik auditor intemnal
yang masuk dalam struktur organisasi maupun auditor
i cksternal yang bekerja berdasarkan surat perikatan.

i Salah satu dampak vang sangat relevan pada
| proses auditing adalah adanya pergeseran audit tradi-
[: sional yang berbasis tugas menuju audit Teknologi

lnl'urmsn('l‘l) berbasis nisiko. Secara Iogih sederhana,
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data secara elektronis mau tidak mau akan memberi-

pengendalian intern. Kemajuan Tl adalah sesuatu

akan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

mengubah, menvimpan dan mengomunikasikan hasil audit

pendapat auditor yang merupakan produk utama dalam

kegiatan  audit tersebut. Untuk menjawab tantangan
tersebut auditor perlu menyusun strategi baru dalam

Kaitan audit dalam hingkungan TI. Selanjutnya seorang
auditor juga harus memiliki pengertian yang cukup
mengenal teknik audit dan tools yang dapat digunakan
untuk menunjang kegiatan audit terutama sebagai per-
siapan pelaksanaan e-audit,” Dengan demikian seorang
auditor dapat berperan dengan porsi yang tepat dan tidak

I“?I usang
"

B. Pengertian 'l't’_anlogi Informasi
Pada pelaksanaan E-audit dipastikan
gat berkaitan dengan Teknologi Informasi (TI).
implisit dan eksplisit TI tidak sekedar berupa teknologi
komputer, tetapi juga mencakup teknologi komuni-
i. Dengan kata lain, yang disebut Teknologi Infor-
masi adalah gabungan antara Teknologi Komputer dan
Teknologi Telekomunikasi. Teknologi Informasi adalah
suatu teknologi yang digunakan m:tukmengohhm‘
termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyim-
Mmlwmmmmm ng-
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wujudnya laporan keuangan vang berkualitas, yaitu

akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data
lainnva, keakurasian dalam perhitungan, serta peny
lapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu
Selain 1tu pemanfaatan I1 juga akan sangat membantu

mempercepat proses pengolahan data transaksi dan

penvajian laporan keuangan pemerintah sehingga lapo

ran keuanean tersebut tidak kehilangan nilar imformasi

yaitu Ketepatwaktiuan

[1 hampir tidak dapat lj;l-":"\-.|=|lf'-..1|| dencan Kegia

tan auditing dalam beberapa dekade terakhir. ldealnya
'l akan membantu auditor dalam menyelesaikan tugas
dan member1 penjaminan dalam menjawab tantangan
baru di dumia audit. Secara teknmis Il akan membantu
risiko dalam
Peran T1

seorane aud

penilaian rnisiko dan penentuan strategi
penjaminan yang dilakukan seorang auditor
dalam membantu jasa penjaminan oleh
tor sudah tidak diragukan lagi mengingat kegiatan audit
dewasa 1m cenderung menuju ke arah penggunaan Tl
Kemajuan Tl antara lain berupa e-mail membernkan ke
mudahan komunikasi auditan dalam menyampaikan in-

formasi data ke auditor
Pelaksanaan auditing tekhnologi didasarkan pada

a. Lebih seringnya penggunakan program word pro-

cessing dan spreadsheet

b: « Tekhnologi mengurangi kebutuhan sumber daya ma-
nusia.

¢. Meningkatnya kemampuan komunikasi elektronik.

d. Adanya peran internal auditor untuk memberikan
jasa yang bernilai tambah.

e. Memungkinkan monitoring secara kontinyu
f. Kertas kerja elektronik lebih merata.

g. Meningkatkan prosedur sampling karena teknik EDP
vang lebih kuat.

Banyak risiko dalam sistem manual dapat dikuran-
gi dan dalam beberapa kasus malah dihilangkan. Namun,
akan menciptakan risiko baru yang spesifik pada sistem
TI yang selanjutnya dapat menimbulkan kerugian yang
besar jika diabaikan. Jika sistem TI gagal, organisasi da-
pat lumpuh karena tidak mampu mendapatkan kembal
informasi atau menggunakan informasi yang tidak andal
karena kesalahan pemrosesan. Risiko ini meningkatkan
kemungkinan salah saji yang material dalam laporan

R

Chéade

2 AUDIT

keuangan

pada perangkat keras dan data. jejak audit vange

Risiko khusus pada sistem TI meliputi risik

berkurang
dan kebutuhan akan pengalaman 11 serta pemisahan tuga
['l. Meskipun TI memberikan manfaat pemrosesan yang
signifikan, namun juga menciptakan nsiko yang uni
dalam melindungi lh,'l.ﬁlij.'kd' keras dan data. termasuk po
Risiko khusus i

mencakup antara lain ketergantungan pada kemampuar

tenst munculnva jenmis kesalahan baru

berfunesinva perangkat keras dan lunak, kesalahan

tematis versus kesalahan acak, akses vang tidak sah sert

hilanenva data

Perubahan nisiko, proses audit dan peran auditor

dalam hingkungan baru yang berbasis TI memaksa audi
tor untuk mengeunakan strategir baru dalam melaksana
kan tugas auditing vang diterimanya. Strategi yang d

cunakan dan diterapkan harus secara komprehensif dapat

Kebutuhan
terhadap

menampung seluruh kebutuhan audit baru
baru tersebut terbentuk karena pengaruh 11
seluruh aspek auditing, mulai dan standar, fokus auditing
risiko yang dihadapr sampai teknis pelaksanaan auditing

vang mungkin dilakukan

Penggunaan pendekatan audit yang terstruktur
merupakan persyaratan utama untuk melaksanakan au-
dit dalam hingkungan apapun. Secara garis besar teknik
audit yang berkaitan dengan pemrosesan data elektronik
yvang berbasis komputer dapat dibagi menjadi (Wilkinson

J.W.; Cerullo M. J.; Raval V; Wong-on-wing B.; 2003)

a. Audiing around the computer, pendekatan ini
memperlakukan komputer sebagai black box. Pada
intinya pendekatan im1 berfokus pada input dan out-
putnya.

b. Auditing through the compute, pendekatan 1
membuka black box dan secara langsung berfokus
pada langkah pemrosesan dan edit check dan
check yang terprogram. Pendekatan ini menangani
aplikasi pemrosesan real time dan periodic secara
langsung dimana audit trail terpengaruh.

¢. Auditing with the computer, pendekatan n1 meng-
gunakan baik mainframe atau microcomputer un-
tuk membantu di dalam melakukan langkah-langkah

pada program audit terperinci.

C. Pemanfaatan dan Kelemahan T1 untuk E-Audit

Pemanfaatan kemajuan TI untuk e-audit mampu
mendukung pelaksanaan pemeriksaan (audit) yang lebih

_h-'h...
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efektif dan efisien, terutama dani sisi pengumpulan dan
pengolahan (pengujian transaksi) data untuk keperluan
pemenksaan. Pelaksanaan pengumpulan data (elekt-
ronis) menjadi lebith efektif karena dapat dilakukan
sewaktu-waktu dan kantor serta bersifat real time on-
line. Pengolahan data berbentuk elektronis dapat dilaku-
kan dengan berbantuan komputer sehingga pemeniksaan
dapat dilakukan dengan lebih efisien . Implementasi e-
audit diharapkan akan mendukung proses pemeriksaan

Secara konsep, e-audit memang sangat ideal un-
tuk dapat dilaksanakan. Selain sosialisasi dan penyamaan
persepsi, baik untuk karyawan internal maupun auditan,
Kesiapan infrastruktur yang terkait dengan TI tentu sangat
penting. Dalam hal penyiapan perangkat TI, penerapan-
nya bukan tanpa konsekuensi dan hambatan. Diperlukan
satu mekanisme agar dalam pelaksanaannya berjalan
aman, legal, dan bisa dijadikan barang bukt di pengadi-
lan. Selain itu, dalam proses yang berbasis pada T1 biasan-
ya terkendala oleh masalah keamanan dan otentitas data.
Apalagi, janingan yang dipakai melalui Internet. Ancaman
hacker pasti akan ada. Dan, ini masalah yang cukup serius
karena menyangkut data-data laporan keuangan auditan,
Apalagi, jika data tersebut bisa dibilang data rahasia.

Permasalahan yang dihadapi terhadap teknologi
yang berbasis Tl antara lain itu dapat diubah, dicun, atau
bahkan direkayasa dengan gampang. Boleh dikata semu-
dah membali an i

ang 1'1* 1|

ki b

.“ (Moo Upecoz

bukti audit dari bukti yang berbasis kertas menjadi bukti
elektronik merupakan tantangan baru bagi auditor. pe-
rubahan tersebut berdampak pada seluruh segi audit.
Perspektif audit yang pada mulanya beorientasi pada tu-
gas mulai bergeser ke arah orientasi risiko. Pada kondisi
tersebut, penilaian nsiko dan keamanan Tl menjadi isu
yang sangat penting. Untuk dapat memberikan penila-
lan nsiko dan keamanan dengan tepat, seorang auditor
harus mengerti posisinya dalam tatakelola Tl di dalam
perusahaan sehingga auditor tidak salah kaprah dalam
membernikan pendapat dan berperan dalam perusahaan
yang menuju ke arah penggunaan TI. Pergeseran tersebut
juga berdampak pada strategi dan teknik yang digunakan
dalam audit TI. Strategi harus dikembangkan agar dapat
mencakup seluruh aspek akibat otomatisasi proses bisnis
baitk secara langsung maupun tidak langsung. Akibat
perubahan strategi yang berbasis TI, teknik audit se-
cara simultan berubah pula. Perubahan dilakukan untuk
mengatasi perubahan strategi dan proses audit. g

Ringkasnya, dalam menghadapi perubahan pros-
esaudit seorang auditor harus dapat menyesuaikan diri
dengan kecepatan paling tidak sama dengan perubahan
lingkungan. Penyesuaian ify &- hanya pada satu sisi
saja tetapi harus sece menycluruh mencakup seluruh
sendigudit. Yang menj .“ vaan “berikutnya ada-
lah @pakah auditor mampumenjawab tantangan itu atau
1 Kalah dan tersingkir, ‘
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¢jak dikukuhkan oleh Wakil Presiden Boediono

tanggal 19 Desember 2012, APIP mempunyal wa-

dah yang jelas dalam mengembangkan profesinya
Wapres berharap jaringan atau asosiasi in1 bisa berfungsi
maksimal untuk meraih sasaran atau target perbaukan
vang jelas terutama Kinerja empat komisinya yang terben
tuk , yaitu komisi kode etik, komisi standar audit, komisi
telaah sejawat (peer refiew) dan komisi pengembangan
karier. Harapan lainnya aosiasi in1  bisa meningkatkan
kualitas output dan berbagai instansi pusat dan daerah
dari segi kualitas pelayanan dan ketertiban dalam open-
gelolaan keuangan

Saat ini data di BPKP sebagai Pembina APIP, jum-
lah auditor internal pemenintah scluruh Indonesia adalah
sekitar 8000 orang yang tersebar di BPKP, Kementerian
lembaga serta pemerintah provinsi’kabupaten/kota, jum-
lah 1n1 masih sangat minim jika di banding dengan sasaran
auditan, masth dibutuhkan sekitar 40 nibu auditor internal

Kegiatan utama Asosiasi Auditor Internal Pemer-
intah Indonesia (AAIPI) adalah melaksanakan PP No.60
tahun 2008 tentang SPIP dan UU No 1 tahun 2004 ten-
tanbg perbendaharaan Negara. Dengan terbentuk aosiasi
In1 tentu saja sudah dirancang pekerjaan besar kedepan
menuju auditor vang professional, independen dan ber-
integritas tinggi. Bagaimana dan apa kontribusi serta ren-
cana AAIPI kedepan berikut wawancara dengan Direktur
utama AAIPI Sidik Wiyoto

Wedia Auditor (MA) : Siapa Penggagas Pemben-
tukan AAIPI'?

Direktur AAIPI/ Sidik Wiyoto (SW) : Pembentu-
kan AAIPI digagas dan dunisiasi oleh Forbes APIP Pu-
sat. AAIPI merupakan satu-satunya organisasi yang me-
wadahi seluruh APIP Pusat dan Daerah secara nasional,
sehingga dengan terbentuknya AAIPI maka Forbes APIP
Pusat maupun Daerah sccara otomatis meleburkan din
dalam AAITPL.

CAdadia
26 AUDITOR

Mendorong Peran APIP untuk lebih

Optimal

(Wawancarara dengan Sidik Wiyoto, Direktur Eksekutif AAIPT)

WA : Apa saja Program Kerja AAIPI ?

SW : Program kerja AAIPI dalam jangka pendek
adalah mendorong peningkatan kualitas hasil pengawasan
dengan menyusun dan menetapkan kode etik, standar au-
dit, dan pedoman telaahan sejawat (peer review), serta
telah ditargetkan oleh Wakil Menteri PAN dan RB, Prof
Dr. Eko Prasojo bahwa dalam jangka waktu 6 bulan, In-
donesia harus sudah memiliki rumusan Undang-Undang
Sistem Pengawasan Nasional. Untuk 1tu, AAIPI diharap-
kan dapat memberikan masukan kepada Pemenntah atas
Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasion-
al tersebut

MA : Apa layanan Jasa APIP kepada Kemente-
rian/Lembaga/Pemerintah Daerah ?

SW : Layanan Jasa APIP secara tekms dilakukan
oleh auditor dengan penugasan dari unit kerjanya. Penu-
gasan auditor APIP bersifat assurance dan consulting, di-
mana AAIPI perlu memberikan batasan yang jelas antara
kedua jenis penugasan tersebut, dalam standar dan kode
etiknya. Mengingat bahwa kegiatan assurance merupa-
kan kegiatan yang ruang lingkupnya ditentukan sendin
oleh APIP sesuai kewenangannya, sedangkan penugasan
consulting merupakan kegiatan berdasarkan permintaan
manajemen yang ruang hngkupnya ditentukan dalam
suatu TOR berdasarkan kesepakatan manajemen APIP
dan manajemen auditan. Namun, hal yang perlu diperha-
tikan adalan bahwa dalam melaksanakan penugasan con-
sulting, auditor/APIP tidak boleh mengambil alih tugas
dan fungsi manajyemen. Tugas auditor sebatas memberi-
kan saran dan rekomendasi perbaikan pengendalian, tata
kelola dan manajemen risiko bukan mengeksekusi suatu
kebijakan/tindakan.

MA : Bagaimana peran AAIPI dalam upaya per-
lindungan hukum bagi auditor ?
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“Missing Link” Pengukuran Kinerja

Kementerian Pertanian

Oleh : Rizka Bayu Wirawan dan M. Taufany

Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Pertanian diharapkan mampu mencapai empat target utama, atau lebih kita

kenal dengan istilah Empat Sukses Pembangunan Pertanian, yaitu :

) Pencapaian swasembada dan swasembada

berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta 4) Pen-
ingkatan kesejahteraan petani. Penulis tidak akan membahas semua target tadi, tetapi terbatas yang dirasa penting

dan ditunggu masyarakat. Target yang penulis anggap penting dan relevan dengan judul tulisan di atas adalah penca-
paian swasembada dan swasembada berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Alasannya karena relatif
lebih mudah dilakukan identifikasi. Sasaran kuantitatif yang harus dicapai oleh Kementan pada tahun 2014 yaitu
produksi kedelai sebesar 2,7 juta ton, gula 4,8 juta ton, daging sapi 0,55 juta ton, padi 75,7 juta ton, dan jagung 29
juta ton, serta peningkatan pendapatan petani hingga Rp7,93 juta perkapita/tahun

asaran strategis tersebut merupakan bagian inte-

gral dalam proses perencanaan strategis dan meru-

pakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan
memantau pencapaian kinerja organisasi. Lebih jauh
sasaran strategis ini diharapkan menjamin suksesnya pen-
capaian kinerja jangka panjang yang sifatnya menyeluruh
bagi Kementan dan kinerja pembangunan nasional yang
ditetapkan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jang-
ka Menengah Nasional periode 2010-2014.

Salah satu mekanisme pengendalian untuk mey-
akinkan pencapaian sasaran tersebut yaitu dengan men-
erapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
atau SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer-
intah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam In-
struksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dibangun
dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertang-
gungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan pro-
gram yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerin-
tah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang mema-
dai.

Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara
periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders,
yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP secara sederhana
dapat didefinisikan sebagai laporan yang berisi hasil kerja
instansi pemerintah selama waktu tertentu. Berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 ten-

":Jm —
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tang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelapo-
ran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, unit kerja
yvang wajib menyusun LAKIP yaitu Kementerian/Lem-
baga, Pemprov/Pemkab/Pemkot, Unit Eselon I, Satuan
Kerja Perangkat daerah (SKPD), dan unit kerja mandir
lainnya.

LAKIP merupakan perwujudan pertanggungjawa-
ban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan,
program dan kegiatan Kementan/Lembaga Negara ke-
pada semua elemen masyarakat yang menjad: stakehold-
ers. Penyusunan LAKIP, dalam sistem AKIP, dilakukan
melalul proses penyusunan rencana strategis, penyusu-
nan recana kKinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi
kinerja. Dengan disusunnya LAKIP diharapkan mampu
menjawab pertanyaan masyarakat yang paling mendasar
terhadap kinerja instansi pemerintah : pemerintah sudah
mendapat alokasi anggaran sekian milyar atau trilyun ru-
piah, sekarang bagaimana hasilnya?

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Retormasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010, hal-bal yang disampaikan dalam LAKIP
meliputi perencanaan startegis, perencanaan kKinerja dan
pengukuran kinerja. Salah satu kelemahan dalam penyu-
sunan LAKIP yaitu masih terdapat kelemahan dalam pen-
gukuran kinerja, yang antara lain disebabkan indikator
kinerja yang dirumuskan sukar diukur karena data yang
mendukung indikator tersebut tidak tersedia

Disamping 1tu penulis memandang adanya satu
“mussing link™ dalam pengukuran kinerja pemerintah
vang targetnya serba makro, sehingga dikhawatirkan
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akan memimbulkan ekspektasi yang berlebihan di tingkat
masyarakat yang belum seluruhnya memahami bahwa
pencapaian PDB merupakan resultan dan kinena seluruh
stakeholder sektor penta rusahaan swasta
dan petani. D1 sis ssing link 1mi

juga berpotens pemenntah

untuk mengkla sebe
namya tdak pe

Ada dua | vusunan
LAKIP, vaitu ak - i pemenn
tah. Akuntabilitas m ’ . n untuk menyam
paikan pertanggungjawal iU untuk menjawab dan me
nerangkan Kinena dar badan hukum

pimpinan kolektuf suatu orgai Kepada pihak yang

memilikl hak atau berkewenangan untuk meminta keter
angan atau pertanggungiawaban. Kinena instansi pPCImet
nian adaalan gambaran meneenal ingkatl ]mk-”,“”\‘“,ln SA5a
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Menurut DENAana

ditenyemahkan d

‘kochsien kontnbus: kKine . _ L B
MUS alau cara mempx . KOCchsi ' ing pal
ing sederhana vaitu dengan membayg sektor
pertanian dengan total PDB sektor pertamian kemudian

dikalikan dengan nilai koefisien tnggenng effect yang
nilainya ditentukan kemudian karena pada prinsipnya
anggaran pembangunan bertujuan untuk memicu per-
tumbuhan ekonomi nasional secara makro. APBN adalah
tulang punggung utama pembangunan vang dampaknva
memicu pertumbuhan sektor per sektor ekonomu secara
keseluruhan. Target “far™ yang scharusnya menjadi tang-
gung jawab penuh Kementan adalah target makro dika-
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likan dengan koefisien tadi.

Total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
pada tahun 2011 yang diumumkan secara resmi oleh BPS
pada bulan Februari 2012 yaitu sebesar Rp6.422,9 trilyun,
dimana sektor pertanian menyumbang sebesar Rp304,4
trilyun atau 4,74 % dan total PDB, yang menempati
peringkat ketiga PDB sektor non migas setelah industri
pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran. Dengan
alokasi anggaran Kementan tahun 2011 sebesar kurang
lebith Rp 17 tnilyun dan PDB senilai Rp304.4 trilyun,
maka nilai “koefisien kontnibusi kinerja” Kementan ada-
lah sebesar 0,056, Apabila Kementan ingin menampilkan
Keberhasilan pencapalan sasaran makro dalam LAKIP,
maka dalam perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja
periu dicantumkan koefisien tersebut sebagai faktor pen-

gall

Sebagai 1lustrasi apabila Kementan hendak meng-
klaim keberhasi-
lan  pencapaian
produksi padi
sebesar 75,7 juta
ton, akan menjadi
pertanyaan apa-
kah benar dengan
ketersediaan ang-
garan Kementan
vang relatif kecil
tadi  seluruhnya
benar-benar mer-
upakan kinena
Kementan  dan
bukan merupakan
resultan dan Kin-

erbagai pihal ¢ terkait sektor pertamian? Dalam
ini penulis menvarankar dalam penyusunan
AKIP Kementan sedapat mungkin menghindari pencan-

luman indikator sasaran yang bukan merupakan capain
Kinerja mumi Kementan. Jika hendak mencantumkan se-
baiknya dilengkapi dengan catatan mengenai kontribusi

ril Kementan terhadap pencapaian sasaran tersebut.

Segala sesuatu 1tu akan indah bila dilaksanakan se-
cara adil. Jika ingin negara kita mendapat berkah, bela-
jariah untuk berlaku adil dalam pengertian proporsional
Karena Tuhan itu Maha Adil dan mencintai mereka yang
berlaku adil.

ulah auditor J."'uh.rtd Jr"f'lf‘l:".f:'rl.lf l’l
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Bukti Audit Menguatkan Auditor Dalam Litigasi

Suhamo HS

Oleh
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eberapa waktu lalu sejumlah media tulis dan si-
aran memberitakan adanya kasus Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK) versus Polis1 Republik
Indonesia (Poln) terkait dengan dugaan tindak pidana ko-
rupsi. Berita Kota 5 Agustus 2012 tentang kasus korupsi
Simulator SIM pada Direktorat Korp Lalulintas (Korlan-
tas) Polri yang menyeret beberapa orang dan diperkirakan
menimbulkan kerugian negara senilai Rp90 M sd Rpl100
M, bahwa beberapa pihak yang terlibat telah diamankan
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anang Iskandar me-
negaskan, berdasarkan
bukti bahwa tersangka melakukan korupsi, serta telah me-
meriksa 33 saksi. Namun Koordinator Divisi Investigasi
Indonesian Corruption Watch Agus Subaryanto mengata-
kan pénahanan terhadap beberapa tersangka terlalu cepat,
‘mengingat menurutnya para tersangka belum dilakukan
pemeriksaan dan dia menyatakan bahwa proses pena-
hanan harus ada tahapan pemeriksaan guna mendapatkan

bukti-bukti yang cukup yang dapat menjerat tersangka.

hasil penyidikan sudah cukup

Prolog tersebut menunjukkan bahwa bukti-bukti
merupakan hal yang mutlak diperlukan dan dengan bukti
yang kuat niscaya tidak pernah tidak akan diperhatikan
begitu kuatnya posisi auditor. Selain itu, dengan bukti-
bukti yang kuat mampu memberikan gambaran bahwa
fakta yang disampaikan itu suci dan benar, dengan sendi-
rinya bukti akan mampu menggambarkan bahwa input,
proses, output, outcome pelaksanaan kegiatan/tindakan
adalah benar-benar terjadi, sebagian benar terjadi, atau

‘tidak benar terjadi sama sekali.

Terkait dengan hal dimaksud, Sawyer dalam In-
ternal Auditing mengatakan bukti audit untuk mendorong
keyakinan tentang kebenaran atau ketidak benaran setiap
pernyataan atas suatu masalah. Keyakinan dibangun dari

~pertimbangan atas informasi, informasi tersebut yang dis-

ajikan dalam bentuk apapun merupakan bukti.

.  AUDIT

untuk

slapa saja

Hal demikian akan memiliki dava men

dorong dan mengingatkan kembali bahwa
yang mempunyal kepentingan dalam menentukan suatu
masalah harus dapat menempatkan bukti-bukti yang be-
nar minimal sebagai realita dan secara umum hanya di
akui kebenarannya sebagai bukti bukan “symptoms”

ataupun gejala-gejala maupun indikasi saja

Makna bukti

Meskipun hanya satu kata tetapi banyak ragam
secara hisiknya, bahwa makna bukti menurut KBBI adalah
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, ket-
erangan nyata, saksi maupun tanda. Dalam Standar Pelak-
sanaan Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
(APFP) sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP No.
378/K/1996 disebutkan bahwa “bukti audit yang relevan,
kompeten, dan cukup harus diperoleh sebagai dasar yang
memadal untuk mendukung pendapat, simpulan dan sa-

an

ran .

Relevan bermakna bahwa bukti secara logis men-
dukung pendapat atau simpulan audit, mempunyai hubun-
gan yang logis dan dapat dimengerti, serta tidak lepas arti
dengan temuannya. Bukti tersebut mempunyai hubungan
yang erat dengan opini yang disampaikan dalam audit.

Bukti yang kompeten mengandung arti bahwa buk-
t1 audit tersebut memiliki konsistensi dengan fakta, sah
memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang, serta
valid atau dapat diandalkan jaminan kesesuaian dengan
faktanya.

Bukti audit yang cukup, mengandung makna bah-
wa bukti audit tersebut secara kuantitas memenuhi syarat
atau memadai jumlahnya untuk menarik simpulan men-
dukung temuan hasil audit. Cukup tidaknya bukti dapat
dibantu dengan pertimbangan analitis auditor, pertimban-
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gan keahlian (professional judgment) apakah bukti yang
cukup tersebut telah memenuhi validitas dan keandalan
simpulan hasil audn

Bukti audit yang
merupakan bukti-bukti audit yang harus didapatkan oleh

relevan, kompeten, dan cukup

auditor. Seringkali bukti audit ditambahlengkapi dengan
Kata "matenal” atau memiliki makna nilai bukti yang
cukup matenal atau bukti audit vang diperoleh harus
mempunyai bobot audit yang layak, pantas dan patut un-

tuk dikemukakan dalam mendukung simpulan hasil audit

Dalam pelaksanaan audit fraud atau vang terkait
dengan kerugian negara, misalnya tindak pidana korupsi
maka nilar kerugian Negara merupakan akumulasi perhi
tungan seluruh nilai kerugian yang terjadi tanpa melihat
matenalitas tidaknya tetapr dilakukan sensus kerugian

yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut

Pelaksanaan audit akan menjadi kurang memberi
dampak warna terhadap auditee sepanjang kurang dapat
memberikan simpulan hasil audit yang konstrukstif dalam
peningkatan capaian kinerja dan memberikan solusi atas
permasalahan yang terjadi dan upaya membenkan ram-
bu-rambu untuk menghindarkan terjadinya permasalahan.
Hasil audit yang dilaksanakan tanpa dukungan bukt yang
kuat akan melemahkan hasil audit, bahkan dapat menim-
bulkan gugur hasil audit atau lethal audit. Saran tindak

vang konstrukuf, qh)..km adil dan npgmnmnal \ang

d!nmhlui

o :*;. ﬂw

) " [ 1
I " = ...l.i- -é'::-"-w-,rc*- ‘\'-'!""'!h o,

‘ S _-; e ar* 4*""’-&"

'; Waoraozs

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap
hasil audit yang berkualitas dan handal, selain bukti-buk-
i audit dimaksud berupa bukti dokumen, dan perlu men-
dapatkan perhatian bukti audit secara fisik. Bukti audit ini
diperoleh melalui audit lapangan, inspeksi, pengamatan
langsung yang selanjutnya didokumentasikan dalam ben-
gambar, bagan peta maupun contoh
fisik permasalahan yang diaudit yang merupakan bagian
tak terpisahkan dan bukt

tuk memon. foto.

Bukti dokumentasipun dibutuhkan pencermatan se-
cara Keahlian, yaitu semacam informasi yang diciptakan
seperti surat, dokumen kontrak, catatan akuntansi, faktur
pembelian, kuitansi maupun informasi/reportase kinerja
atas manajemen auditee. Selain 1tu, permintaan keteran-
gan kesaksian, 1sian kuesioner, wawancara maupun kon-
firmasi merupakan bagian dari bukti kesaksian yang tidak
terpisahkan dalam pelaksanaan audit.

Kelompok bukti audit lainnya yaitu bukti analisis
yang merupakan bukti hasil perhitungan, pembandingan
atau komparasi dengan bukti lainnya, pemisahan atau
separasi informasi menjadi elemen bukti yang subtansi-
al maupun alasan yang di n dengan kaidah-kaidah
logika secara rasional.

: Demikian buktask “Degitu banyak dan
schingga dalam 1aan audit dibutuhkan

ara hati-hati dan @ zar dapat memberi-
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bukti; dan selanjutnya adalah mengurutkan proses kejadi-

an (sequence) dan kerangka waktu kejadian (fine frame)

Evaluasi bukti vang dilakukan mencakup rel-
evansinva sehinga dapat diterima dan kompetens: bukti
audit. Selanjutnya, tahapan pengujian bukti dalam rangka
menyatakan cukup-tidaknya bukti yang didapatkan. Ter
hadap hal tersebut, apakah diperlukan perluasan bukti se
bagai tanggapan atau responsi terhadap adanya informasi
baru atau tambahan sebelum simpulan audit ditetapkan

vang dnkuti dengan penyusunan laporan audit

Dalam pelaksanaan evaluasi bukti1 yang perlu men-
dapatkan pertimbangan antara lain adalah kualitas bukt
vaitu relevansi dan kompetens: bukti (bisa ditambahkan
materialitas bukti), dan kuantitas bukti yaitu terhadap ke-
cukupan atas bukti yang didapatkan terkait dengan jum-
lah bukti audit

[eknik analisis bukti audit mencakup upaya-upaya
untuk mendapatkan bukti-bukti audit (find); membaca
dan menginterpretasikan dokumen (Read and interpret
document), keterkaitan (Determinate
relevance); venfikasi eviden (verify the evidence), mer-
akit eviden (assemble the evidence), dan terakhir adalah

mendeterminasi

menggambarkan simpulan audit (draw conclusive)

Auditor harus memiliki kemampuan yang meyakin-
kan untuk bertindak obyektif dan adil dalam mengumpul-
kan, memilah, memilih, dan menetapkan bukti bukti audit
agar tidak bias dan tidak terpengaruh oleh lingkungan au-
dit. Laksana ikan dilaut yang tetap netral meskipun hidup
dilingkungan asinnya air laut, auditor harus dapat men-
jaga dan mempertahankan independensinya.

Kebenaran bukti audit

Bukti-buti audit yang didapatkan selayaknya di-
lakukan pengujian validitas dn reliabilitasnya terhadap
permasalahan aktual yang diaudit agar bukti-bukti audit
yang diambil tersebut betul-betul benar merupakan bukti-
bukti audit yang benar dan sahih seperti yang dimaksud
diatas.

Dalam rangka untuk menguji kebenaran dan
kevalidasian bukti-bukti audit yang didapatkan dapat dii-
kuti beberapa tindakan untuk melihat keutamaan dengan
mempertimbangan terhadap kompetensi buktinya, antara
lain bahwa (1) Bukti-bukti audit yang berasal dari sum-
ber yang independen akan lebih dapat dipercaya daripada
bukti audit yang bersumber dari pihak yang diaudit. Se-

!
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cara logis bahwa independens: atas sumber bukti sangat

berpengaruh terhadap keandalan bukti audit; (1) Bukti-
bukti audit vang didapat dan organisasi dengan sistim
pengendalian intern yang relatif lebih terib dan baik

mempunyai tingkat kepercayaan vang akan lebih baik ter

hadap bukti-bukti yang berasal dar1 organisas: vang me
mihiki pengendahan yang lemah. Selanjutnya bahwa (1)
Bukti audit

}
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vang didapat auditor secara langsung akar

kan secara tidak langsung. Logikanya bahwa buki-bukti
audit tidak langsung seringkali telah dicemar: muatan atas
kepentingan tertentu sehingga vahiditasnya diragukan
(1v) Bukti audit vang ash lebih dapat dipercaya daripda
bukti audit fotocopy. Permasalahannya adalah bukti audit
ash tersebut merupakan dokumen Negara yang harus di
simpan oleh auditan dalam kurun waktu sesuai ketentuan
perundangan. Agar bukti audit yang didapat berupa foto-
copy tersebut sederajat nilar aslinya, dilakukan legalisasi
dengan ditambahkan kata-kata “copy bukti audit sesuai
dengan aslinya  diben tanggal pelaksanaan audit, dan
ditandatangam oleh pihak auditan dan auditor™

Selain 1itu, bahwa (v) Bukti-bukti audit yang dibuat
ditujukan dan didaftarkan kepada pihak ketiga lebih valid
daripada bukti audit yang digunakan sendin secara inter-
nal; dan terakhir bahwa (vi) Bukti audit yang memenuhi
persyaratan keabsahan menurut hukum dan perundang-
undangan maupun peraturan yang berlaku akan memuiliki
nilai bukti audit yang lebih valid daripada bukti-bukti
yang tidak memenuhi syarat fisik dari sisi hukum maupun
perundangan serta peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan audit yang secara mayoritas
terkait dengan bukti-bukti audit, maka auditor harus hati-
hati terhadap keragaan bukti-bukti yang didapatkannya.
Kondisi demikian ketatnya terhadap bukti yang didapat,
lebih-lebih apabila sudah berhubungan dengan audit ke-
curangan (fraud audit) yang dilakukan melalui audit fo-
rensik (forensic audit). Kenapa hal demikian harus di-
lakukan oleh auditor terhadap bukti-bukti auditnya?

Hal ini utamanya mengingat seriusnya dampak
yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dan
bertanggungjawab dalam kejadian perkara kecurangan
(fraud) dimaksud. Selain itu, bahwa auditor dapat pula
menghadapi tuntutan balik secara hukum dari pihak-
pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat kesalahan
auditor yang mengambil simpulan atas fakta-fakta yang
tidak lengkap.

Tidak dapat dipungkiri, sering terjadi kendala




dalam mengumpulkan bukti-bukti audit. Sebagai contohn Kan trust auditee terhadap hasil audit sehingga pemeca-

va adalah permasalahan kewenangan vang menghambat han dan penyelesaian permasalahan dengan rekomendasi
diperoiehnya alat bukti hukum oleh auditor. Maknanya vang lebih operasional, terarah dan konstruktif terhadap
laan kKeleral n viang Ak ukal iudItor perovaikan Kinena auditee Ke depan
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Memang tidak mudah untuk mendapatkan bukiti-
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dalam prakicknya perielaan buku-bukti audit menjadi ala enjadi paranoid terhadap bukti-bukti audit dimaksud

e . Sclain itu, bukan berarti pula bahwa bukt audit vang kuat

" 1ak mungkin untuk diperoleh. Bahkan kewapban dan
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Pasal 183 KUHAP Kompetens: dan relevansnya terhadap permasalahan se-

b. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk mem aingea bukti audit yang ada dinilai dapat memberikan

Mmanfaat yang berarti dan dapat dihindarkan terjadinya
: . Keguguran audit (lethal audit) karena lemahnva bukti
vang didakwakan kepadanva. melainkan hards dis S = : 3

4P : audit. Disadan atau udakgdbaliwa bermanfaat tidaknya

¢rtal dengan alat buku vane lain. Pasal 189 aval (3) : ’
KUR “_' kehadiran tum audit maup Rat m audit lergantung
kepada temuan hasil aud bukti audit harus
C Nelerangan seorang saksi saja tidak cukup membuk "jlj at oleh auditor pak hurukmu se-
ukan bahwa terdakwa bersalah lerhadap Pl Im '11 | vang ¢ rl‘!‘m AN kemu HL|~IIL’I['| lddﬂ\d

buatan yang dudakwakan kepadanya, Basal 185 3y al lunt bdllhl.ﬂ'h.s _.p,m
(2) KUHAP. Prinsip ini dalam ilmu hﬂw 'lm

dengan “Unus Testis Nullus Testis™ atav “Satu saksi
“_bukan Saksi"

Pada bagian akhir ini, penulis mengkonklusikan
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- ditee diperlukan prose -thmh&ﬂdm

1~5‘
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“:i"} *a 1-;'  kuat fan sahid at kesuksesan dari jumlah peng- &
o A meerialitsoye  Nasilan kita atau ukuran mobil-
a memenuhi sahn wutke:  mobil kita, bukan dari kualitas
e ~layanan dan hubungan kita
dengan sesama manusia.
(Martin Luther King Jr)
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Pentingnya Penerapan Kode Etik

Dalam Pelaksanaan Pengawasan

Oleh

Marolop J. Sthombing

‘Penerapan kode etik dalam pelaksanaan pengawasan penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat dan pemerintah atas kinerja Aparat Pengawasan Intern

ada tahun n1, masyarakat luas begitu gencar me-

nyoroti kinerja auditor dalam melaksanakan pen-

gawasan terutama atas laporan hasil pengawasan
Adanya perasaan tidak puas dan tidak percaya terhadap
beberapa hasil pengawasan merupakan ekspres: dari
kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan penga-
wasan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap segelintir
auditor dapat merugikan nama baik profes: auditor secara
keseluruhan sehingga dapat merugikan auditor yang lain-
nya

Suatu organisasi auditor berkepentingan untuk
mempunyai kode etik sebagai prinsip moral atau atu-
ran perilaku dalam pelaksanaan pengawasan. Demikian
juga Inspektorat Jenderal sebagai unit kérja yang mem-
punyai tugas untuk melakukan pengawasan, tentunya
sangat berkepentingan memiliki suatu kode etik agar
sikap dan perilaku Aparat Pengawasan Intern/API (isti-
lah API sesuai dengan SK Inspektur Jenderal Kementan
No. 458A/Kpts/KP.520/H/04/2012) dalam pelaksanaan
pengawasan dapat memberikan citra yang baik serta
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap API
Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kemen-
terian Pertanian telah menetapkan kode etik API dalam
Surat Keputusan Inspektur Jenderal No. 458A/KPTS/
KP.520/H/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Kode
Etik Aparat Pengawasan Intern Kementenan Pertanian

Pengertian API sesuai dengan surat keputusan
tersebut diatas adalah auditor dan pegawai negeri sipfl
Inspektorat Jenderal yang diben tugas oleh InspektufYen-
deral untuk melaksanakan pengawasan intern #€rhadap
kinerja dan keuangan melalu audit, reviu, evaluasi, pe-
mantauan dan kegiatan pengawasan lainnya

Ditetapkannya kode etik tersebut tentunya dihara-
pkan dapat menjadi pedoman perilaku bagi APl dalam

. AUDIT@R

menjalankan tugas-tugas pengawasan serta pedoman bagi
atasan API dalam mengevaluasi perilaku APIL. Tujuan
ditetapkannya kode etik adalah untuk mendorong budaya
etis bagi API; memastikan bahwa APl memiliki integri-
tas, kompetensi, obyektivitas, indepedensi dan profesion-
alisme dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan; dan
mencegah terjadinya perilaku tidak etis agar terpenuhi
prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya
pengendalian pengawasan dapat terwujud. Dalam tulisan
ini, penulis mencoba mengutarakan beberapa hal yang
tercantum dalam kode etik yang telah ditetapkan yaitu
mengenal prinsip-prinsip perilaku, aturan perilaku dan

Jarangan bagi API

Prinsip dan Aturan Perilaku

Berdasarkan surat keputusan diatas, prinsip dan
aturan perilaku yang wajib diterapkan dan ditegakkan
API dalam pelaksanaan pengawasan yaitu:

1. Integritas

Seorang API wajb memiliki kepribadian yang dilan-
dasi oleh inisiatif meningkatkan akuntabilitas, kom-
petensi, etika pelayanan publik serta menghindarkan
dirt dalam segala tindakan yang bersifat koruptif un-
tuk membangun kepercayaan masyarakat guna mem-
berikan dasar bagi pengambilan keputusan yang an-
dal. Selain itu, auditor juga dituntut untuk memiliki
kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani,
bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksana-
kan tugasnya. Menjaga integritas supaya terpelihara
dengan baik dalam penerapannya tentunya memer-
lukan tekad yang kuat dan kemauan yang keras se-
hingga tidak mudah tergoda terhadap hal-hal yang
negatif.
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Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang API harus:
ecara hati-hau menggunakan dan menjaga segala

nformast yang diperoleh d cawasan; tidak
ikan menggunakan informasi 3 peroleh untuk
Kepentingan pribadi/golongan dil entingan or-
ganisasi atau dengan cara yang be ran dengan
peraturan perundang-undangan
Kompetensi
APl wanb memiliki pe
in dan Keterampilan vang diperluk
sanaxKan tugas Hal tersebut t
Kukan melalu sebuah penugasai
ikukan secara mandin h Apar
'em yang bersangkut D
corane API T8N 1
SCSU
ki
Larancan Ba Aparat Fer isan Intern

AUDIT i
N 35



itau patut dapat dikira mempunvai hal vane bersane

L I
1
L | " | % | b \. v
Mk | k i k L o k 1Mk
{ 3 B s B | 3 {
} e b
T ™ I =1 3 1 1
LIy 1 | 1
i NEK t 5 [
! 1
\Ta Ky k \ | | L
| - 1 | \
B W
1 \ | Her
" A L 8
" i
Disiplin Pegawai N | Sipil ata nks
P 1
I‘ 1 i D | | I i

Penti ) K d \KSa
' I | L
kan penilalan | -
\A
L5 il ) D A
2 11K
| |- i i i I ¥ | | i.ll-\..lrl..l.hu
anaan pengawa ‘cinuan maka
llanggap tid | an berbagai cara
encari kesa Selain itu dengan adanya
nerapan | - irapkan keberadaan

pektorat Jender mal libutuhkan sebuah ke-
kan dan peningkatan
nterian. Pola Green Audits merupakan
in dalam manajemen oleh
[ cbagar Inspektur Jenderal
Kementernian Pertanian. D

an auditor dalam pelaksanaar
iptakan suasana lingKungan mitra

P”la Crreen Audits

Kel ing kondusif dan akan berdampak terhadaj
PCI Kdalan Kincrja DAl Narn '|'|L'Ii.|.' |l

Meningkatnya kepercavaan 1 rakat terhadap

K pengawasail h API

iCrjaga niegrit lan ol KLivil dalam

K.5dllddll PCI ! L1l

. rtahankagidan

' | ida k@raguan

14 Ksanaan pengawasan

Kl d it APl yvang melakukan

. a rapkan dan berj 1) guh pada

1 P 11 el

L{ath

AUDIT®

o
-, 4
| < Q
kK b [IE [
)
. =
¥ ]
N |
DErliak 1 | Ik '
Y] 1 |
N T g i L i
= A ]
D Kineria API .
|
L] !
.
. -
: o
4 "
L - ;
L]

.h

r
"

Media Auditor - Edisi 33, September 2013



Pentingnya Audit Intern Berbasis Risiko dalam

Peningkatan Kinerja Kementerian Pertanian
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dalian yang berhubungan. Risiko salah saji (misstate-
ment) seperti itu lebih besar dalam beberapa asersi
laporan keuangan dan saldo-saldo atau pengclom-
pokan vang berhubungan darnipada yang lainnya.
Risiko ini dipertimbangkan pada tahap perencanaan
audit. Sebagai contoh, perhitungan vang rumit lebih
mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan
perhitungan yang sederhana. Akun yang terdiri dari
jumlah yang berasal estimasi akuntansi cenderung
mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan
akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi1 data berupa
fakta.

[ o ]

Risiko Pengendalian (Control Risk) merupakan risiko
bahwa suatu salah saj yang material yang akan ter-
)adi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi
secara tepat waktu oleh pengendalian organisasi/unit
kerja. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan per-
ancangan dan operasi pengendahan internal dalam
mencapai tujuan entitas yang relevan untuk menyu-
sun laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pen-
gendalian akan selalu ada karena Keterbatasan yang
melekat pada pengendalian internal.

3. Risiko Deteksi (Detection Risk) merupakan risiko
bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saj
vang material dalam suatu perusahaan. Risiko i
merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan
aplikasinya oleh auditor. Hal i sebagian muncul
dari ketidakpastian yang ada ketika auditor tidak me-
meriksa semua saldo akun atau kelompok transaksi
untuk mengumpulkan bukti tentang asersi lainnya

Audit internal berbasis risiko (Risk-based Audit)

David Galloway (2004) mendefinisikan audit ber-
basis risiko (Risk-based Audit) 1s auditing in which audit
objectives and audit planning are driven by a risk assess-
ment philosophy. Audit Berbasis Risiko (ABR) adalah
metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk mem-
berikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam
batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada
tingkatan korporasi.

Ada 2 (dua) hal utama yang harus dipahami oleh
auditor internal: (1) Aspek pengendalian dar setiap pros-
es bisnis yang terkait dan (2) Risiko dan faktor-faktor
pengendalian guna mendukung pencapaian sasaran pe-
rusahaan. Alur pikir (mind frame) audit intern berpeduli
nsiko dapat disampaikan pada gambar berikut:
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Alur pikir audit intern berpeduli risiko

,|.- Audit Intern

| | 5 Wemanbiar rads et
Manajemen Unit | Shpiols aca LY (g o

kerja/organisasi I T

Vv

1. Meneniukan proses dan |

l Tujuan organisasi J | chyskme —\
4 Meaporian
- e mm | A d
[ A0 Mekshs pengendaban ! uait
Pengendalian intern yang ieiah ddotapkan (Bortuuan unhuk L
[proses untuk | I M ¢ i WL
wm | € m:m 1 el Ml
SN o
Risiko
{ssaty brpadian/ond yang | { Mongevaluas ebolinetas ==
bl pere apaian m s
vl R ool SR

——  Profil Risiko

Sumber : BPKP, 2007

Penilaian risiko

Penilaian nisiko audit merupakan tahapan yang
digunakan untuk menentukan frekuensi, intensitas, dan
waktu audit dengan cara mengidentifikasi, mengukur,
dan menentukan prioritas risiko agar keterbatasan sum-
ber daya yang kita miliki dapat diarahkan ke area dengan
bobot risiko tinggi. Tahap in1 dapat ditiadakan bilamana
profil nsiko yang dihasilkan oleh unit kerja yang berupa
Manajemen Risiko Unit Kerja telah terkonstruksi dengan
baik, sehingga dapat diyakini kehandalannya.

Pada fase ini, auditor intern juga perlu menetapkan
kriteria auditable units, antara lain: (1) Unit kerja yang
memberikan kontribusit dampak cukup besar pada penca-
paian tujuan perusahaan; (2) Justifikasi biaya pengenda-
lian atas unit kerja yang memiliki potensi kerugian yang
lebih besar daripada biava yang dikeluarkan untuk pen-
gendahian (controlling), termasuk biaya audit.

Peran auditor intern

Auditor intern'memuliki peran penting dalam prak-
tik audit berbasis nisiko. Peran tersebut mulai.dan mem-
fokuskan pekerjaan audit pada risiko yang signifikan dari
unit kerja, yang telah diidentifikasi oleh fungsi manaje-
men risiko unit kerja (enterprise risk management/ERM)
dan melakukan audit atas proses manaj¢men risiko lin-
tas organisasi guna memastikan pengelolaan risiko yang
telah teridentifikasi.
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manajemen proses, pengendalian intern, dan tatakelola
(zovernance) sebagai bentuk pelaksanaan penjaminan
(assurance) aktivitas dan konsultasi untuk dapat mem-
berikan nilai tambah dan memperbaiki kualitas kinerja

kegiatan

Penutup

Kementerian Pertaman pada awal era 2005, dalam
rangka pencegahan terjadinya inefisiensi, inefektivitas,
dan pemborosan (in-ekonomis) serta terjadinya kerugian
negara dalam pengelolaan keuangan negara telah melak-
sanakan kegiatan pengawalan. Kegiatan pengawalan di

laksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan (preventif)

terjadinya kebocoran-kebocoran dan tindak pidana ko
rupsi dalan penggunaan anggaran negara.

Pengawalan dilaksanakan oleh Inspektorat Jende:
al terhadap kegiatan-kegiatan yang strategis dan mempu-
nyar multipher effect bagi masyarakat. Kegiatan penga
walan dimular mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban kegiatan. Pada kenyataannya,
auditor didalam melaksanakan tugas pengawalan tersebut
sering dihadapkan kondisi yang delematis (conflict of in-
terest) dan bahkan sering dijadikan “bumper”.

Prototipe kegiatan pengawalan jika ditilik dan ur-
gensinya, sebenarnya hampir sejalan dengan audit ber
peduli risiko, yaitu sama-sama untuk memberikan per
ingatan dini (early warning system) terhadap terjadinya

penyimpangan. Perbedaan mendasar dan keduanya ada-

lah terletak pada proses, metodologi dan pelaksanaannya
Secara teori audit berpeduli risiko lebih dikenal dan ter-
struktur dibanding dengan pengawalan.

Kedepan. sejalan dengan Implementasi PP 60
[ahun 2008 di lLingkungan
dan dalam rangka meminimalisasi terjadinya benturan

Kementerian  Pertanian,
kepentingan antara auditor dan auditan, serta untuk pe-
nyempurnan kegiatan pengawalan yvang sampai dencan
saat in1 masih dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal K¢
menterian Pertanian, maka perlu dipikirkan secara ser
bahwa audit berpeduli risiko sudah saatnya untuk diterap-
kan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran
negara dan peningkatan kinerja di lingkungan Kemente-

rian Pertanian. Last but not least
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terhadap standar kriteria yang telah ditetapkan.

Peran kontrol untuk menjaga organisasi agar dapat
mencapal sasaran vang ditetapkan dan menghindarkan
terjadi fraud, seperti yang disampaikan David McNa-
mee melalui tulisannya yang bejudul Fraud, Ethics an
Empowerment mengatakan bahwa Internal control exists
to ensure that established objectives are reached. Those
organmzation that have little respect for controls have a
culture that 1s ripe for fraud.

Paradigma dalam kekinian bahwa internal kontrol
telah bergeser dan mengalami metamorphosis turut ber-
tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola yang baik
(good governance) satuan kerja, serta sistim pengendalian
maupun dalam pengelolaan risiko yvang efektif. Dengan
demikian, peran internal kontrol memberikan konstribusi
untuk dapat mencegah dan mendeteksi fraud secara dini
melalul pemindaian terhadap pengelolaan kegiatan organ-
1sasi maupun keuangan yang bersih dan bebas dan ko-
rupsi.

Metamorfosa atas peran internal kontrol yang se-
mula hanya melaksanakan peran reviu, monitoring dan
audit ketaatan berkembang menjadi audit operasional, au-
dit manajemen, audit program maupun audit kinerja (per-
formance audit). Selanjutnya, terus menyelaraskan posisi
dan perannya dengan memperhatikan perkembangan ter-
hadap kebutuhan costumer dan stakeholders dengan mel-
aksanakan peran consultant dan quality assurance. Per-
geseran dari post audit tersebut dengan sendirinya harus
mengubah porsi pre audit menjadi lebih mayoritas.

Pada sisi lain, sebagai quality assurance, selain
melakukan reviu, monitoring, audit ketaatan dan perfor-
mance audit; internal kontrol juga melakukan policy eval-
uation, maupun pencegahan dan penangkalan terhadap
fraud melalu1 gerakan Sistem Pengendalian Intern (SPI),
gerakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), pemanta-
pan atas Komitmen Anti Korupsi (KAK) dan sosialisasi
dalam bentuk lainnya. Meski tidaklah mudah, namun de-
mikian sebagai konsekuensi dari semakin dibutuhkannya
peran internal kontrol kedepan menjadi sebuah keharusan
terhadap penyelarasan khitahnya.

Organisasi yang mampu melakukan penyesuaian,
penyelarasan peran dan mendorong terhadap perubahan
dan 1novasi-inovasi terkini menuju terjadinya peningka-
tan capaian kinerja organisasi kedepan merupakan khitah
dibangunnya internal kontrol. '

.  AUDITOR

Penyelarasan (Alignment)

Beranjak dari semakin pentingnya pengawasan
intern dalam tata kelola yang baik (good governance),
mendorong capaian kinerja organisasi dan sebagai wujud
responsibilitasnya terhadap perkembangan tuntutan peng-
guna (user), pelanggan (costumer) maupun pemangku ke-
bijakan (stakeholders), maka unit internal kontrol harus
senantiasa meng-upgrade dirt dengan melakukan aligh-
ment atas integritas dan kompetensi dalam melaksanakan
tugas dan perannya. Selain i1tu, internal audit senantiasa
melakukan penyelarasan atas unsur-unsur manajerial, ter-
masuk SDM pengawasan yang kompatibilitas dan kom-
petensinya selaras dengan bidang tugas maupun strategi
pengawasan yang telah dirumuskan manajemen puncak

Thdak dapat dipungkiri untuk diakui kiranya, apa-
bila organisasi internal kontrol secara umum didominasi
oleh profesi auditor baik auditor dalam bidang keuangan,
operasional, maupun investigasi. Seiring dengan peruba-
han lingkungan strategis yang berpengaruh nyata terha-
dap mandat pengawasan serta formulasi strategi penga-
wasan, sehingga unsur manajemen pengawasan termasuk
SDM pengawasanpun harus melakukan perubahan dan
penyelarasan (alignment) baik secara vertikal (peningka
tan kualitas SDM) maupun secara horisontal berupa per
luasan wawasan serta cakrawala pengawasan

Demikian halnya dengan perangkat penunjang
operasional pengawasan harus mendapatkan porsi pe-
nyelarasan baik perangkat keras, maupun perangkat lu-
nak, sisim, metodenya. Kita juga tidak boleh menutup
mata dan telinga atas perubahan dan kemajuan dalam
audit, mengingat dalam waktu belakangan sudah menjadi
sebuah wacana (insight) yang deras mengalir yang pada
saatnya harus diterapkan dalam performa tugas penga-
wasan, yaitu e-Audit.

Terkait dengan penyelarasan atas perubahan terse-
but Alex Inkeles, seorang Guru Besar Harvard University,
mengatakan bahwa “Perkembangan zaman saat ini telah
menuntut adanya perubahan peran dan fungsi pengawasan
Intern menjadi consultant dan assurance” artinya internal
kontrol harus memiliki peran dalam menjaga kelangsun-
gan hidup organisasi,

Internal kontrol berperan dalam mewujudkan ta-
takelola yang baik (goodgovernance) dan pelayanan pri-
ma (excellent services) yang semakin penting”. Berkaitan
dengan hal dimaksud, maka internal audit harus memi-
liki kemampuan dan penguasaan terhadap 1lmu pengeta-
huan dan praktik-praktik manajemen terkini dan terbaik
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d. AKurasi Sajian Informasi

Fungsi audit internal harus memperoleh dan menya-
Jikan Informasi secara akurat. Fungsi utama dari au-
ditor internal adalah mengumpulkan fakta. Berdasar-
kan fakta dan informasi yang diperoleh tersebut,
internal auditor merumuskan simpulan dan rekomen-
dasi perbaikan. Tentu saja, baik buruknya simpulan
dan rekomendasi auditor internal sangat tergantung
pada kualitas informasi yang diperolehnya dari pihak
stakeholders.

Untuk 1tu, auditor internal harus mengembangkan
sikap hati-hati, teliti, dan profesional dalam proses
pengumpulan informasi sehingga fungsi auditor
internal bagaikan peran seorang pemben keteran-
gan ahli dalam sidang pengadilan, yaitu memperje-
las suatu perkara untuk meyakinkan hakim dalam
pengambilan keputusan

e. Kearifan Lokal (Local wishdom)

Funsgi audit internal harus mencermati budaya dan
situasi politis yang sedang berlangsung. Esensi poli-
tik adalah bagaimana memperoleh/mempertahankan
dan menjalankan kekuasaan dengan baik. Esensi dari
suatu budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh pe-
megang kekuasaan, sedangkan esensi dari peraturan
adalah bagaimana membuat orang mau berbuat atau
idak berbuat sesuatu. Kompetensi, integritas, dan
loyalitas merupakan tiga hal yang sangat esensial
pada fungsi audit internal.

Seluruh auditor internal harus memiliki dan melak-
sanakan ketiga aspek tersebut sebagai syarat menda-
patkan pengakuan atas profesionalisme dan dihorma-
t1 oleh rekan sejawat maupun atasannya. Akan tetapi,
ketiga kemampuan penting yang dimiliki tersebut
akan menjadi sia-sia apabila auditor internal tidak
peduli atau tidak memahami budaya dan situasi poli-
tis yang berkembang dalam organisasi para stake-
holdernya. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa
auditor internal disebut “ahli” dan “bijak™ jika dia
bekerja secara cermat sesuai dengan standar profe-
sional dan juga mampu memahami budaya dan situ-
asi politis yang sedang berlangsung.

Fokusing Penyelarasan

Metamorfosis atas peran dan posisi tersebut perlu
dukuti pula dengan penyelarasan dalam berbagai hal yang
terkait, seperti.

«  AUDITOR

Peneguhan peran

Peneguhan peran pengawasan intern yang secara
umum dan selama ini melakukan peran sebatas watch
dog, meski secara berhatap namun pasti harus dis-
elaraskan dengan tuntutan atas kebuthan terhadap
perubahan-perubahan strategis organisasi, seperti ke-
sadaran peran internal kontrol untuk melaksanakan
pengawasan sejak tahap perencanaan, serta melaku-
kan pengawalan kinerja (performance saafeguard-
Ing).

Perubahan paradigma profesi auditor adalah sebagai
profesi yang senantiasa untuk menemukan penyim-
pangan, kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam
aorganisasi. Profesi auditor adalah mengidetifikasi
adanya suatu temuan (finding), yang secara konsepsi
merupakan terjadinya perbedaan antara kondisi den-
gan kriteria yang telah ditetapkan organisasi untuk
dipatuhi, dan umumnya bersifat penyimpangan-pe-
nyimpangan yang bersifat keuangan (finansial)

Dengan demikian, maka dalam melaksanakan tu
gasnya, metodologinya audit yang diterapkan audit
kepatuhan (Compliance audit) Dampaknya, penu
gasan in1 hanya bersifat jangka pendek yaitu dengai
menemukan penyimpangan, sehingga pegawal alau
karyawan terlibat dapat diberikan sanksi atau hu
kuman sebagai konsekuensi akibat perbuatan yang
telah dilakukan yang merugikan keuangan organ
1sasi. Oleh karena itu, sepanjang masih terbelenggu
dengan paradigma ini, maka kehadiran auditor hanya
sekedar dianggap sebagai pihak yvang berseberan
gan/berlawanan dengan auditee dan sehingga jangan
salah apabila auditor hanya (dianggap) sebagai beban
tambahan daripada sebagai mitra kerja dalam me-
nambah capaian kinerja organisasi, schingga perlu
repositioning dan penyelarasan perannya

Reposisi profesi auditor dalam penetapannya sebagai
konsultan, sehingga senantiasa berusaha membantu
organisasi dalam mengelola sumber dayanya secara
efisien, ekonomis dan efektif dengan memanfaatkan
suatu metodologi audit yang compatibel baik dalam
operasional audit maupun management audit

Pendekatan penugasan auditor dengan melaksanakan
identifikasi terhadap terjadinya kesalahan, penyim-
pangan, ketidakbiasaan, ketidakwajaran atas kondisi
yang dikomparasikan terhadap kniteria, standar yang
telah ditetapkan. Selanjutnya, setelah unsur-unsur te-
muan tersebut dapat diidentifikasi secara lengkap dan
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gram. Hal demikian dimaksudkan untuk melaksanakan
pencegahan secara lebith dini dan minimalisasi potensi
suspect terhadap fraud untuk menurunkan tingkat risiko
yang muncul sejak tahap perencanaan dan penganggaran
hingga proses akhir manajemen.

Sebagai early waming system, internal kontrol
seharusnya dapat mendeteksi identifikasi gejala penyim-
pangan/farud dan memberikan rekomendasi perbaikan
kepada manajemen sebelum hal tersebut terjadi dan
berakibat bagi entitas. Agar dapat memerankan sebagai
EWS yang efekti, maka integritas dan kompetensi audi-
tor sangat dibutuhkan agar dapat memberikan bimbingan,
pendampingan, konsultansi dan asistensi secara baik.

Dalam Audit Internal Berbasis Risiko, Robert Tam-
pubolon mengatakan bahwa Auditor intern menjalankan
tugas untuk memastikan bahwa kontrol internal tersedia
(exast), efekuf (effective) dan diberdayakan secukupnya
(enforced). Sering hal ini diterjemahkan tidak tepat oleh
manajemen bahwa auditor intern sebagai pihak yang ahli
mengontrol, juga pemilik dan penanggungjawab agar
kontrol intern berfungs: dengan baik, sering kali mana-
Jemen lepas tangan atau tidak merasa bertanggungjawab
atas fungsinya kontrol intern. Hubungan antara manaje-
men dengan fungsi internal audit mempunyai peran, tang-
gungjawab yang berbeda yaitu manajer adalah pemilik
risiko dan menjadi tanggungjawab mereka untuk men-
gendalikan nisiko-risiko yang timbul dan aktivitas mere-
ka, sedangkan auditor internal bertanggungjawab untuk
menyajikan kepastian atau keyakinan (assurance) kepada
manajemen yang menyatakan bahwa risiko yang ada tel-
ah dikendalikan sebagaimana mestinya.

Mendongkrak Kinerja

Internal kontrol dalam paradigma bertanggung
Jawab untuk mewujudkan tatakelola yang baik, serta sis-
tim pengendalian dan pengelolaan risiko yang efektif,
sehingga peran pengendalian internal dalam mencegah
dan mendeteksi fraud melalui terjaringnya pengelolaan
keuangan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan pengawasan yang lebih intensif, seluruh
risiko yang muncul sejak awal hingga akhir dapat dian-
tisipasi lebih tepat. Selain itu, internal audit diharapkan
mampu menjadi agen perubahan dan mendorong pening-
katan nilai tambah dan efisiensi operasional organisasi.
Dengan memberikan jaminan yang memadai bahwa ta-
takelola (governance), pengelolaan risiko, dan sistim pen-
gendahan telah berjalan secara efektif dan efisien, karena
internal audit bukan hanya sekedar sebagai mata telinga

«  AUDITOR

dan katalis, namun berkembang sebagai consultant dan
quality assurance.

Kembali kepada pergeseran peran internal kontrol
sejak proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi
merupakan hal menarik untuk dipertimbangkan. Secara
rasional bahwa melibatkan internal kontrol dalam proses
manajemen sejak awal akan meningkatkan efektivitas in-
ternal kontrol dalam memncegah terjadinya penyimpan-
gan. Namun tentunya hal demikian harus disikapi secara
brjaksana dan penuh kehati-hatian (prudently). Pemer-
anan internal kontrol demikian dapat menimbulkan risiko
baru berupa conflict of interest antara internal kontrol
dengan manajemen, sehingga ketidaktepengaruhan (in-
dependensi) manajemen dalam pengambilan keputusan
akan berkurang mengingat internal kontrol yang masuk
kedalam wilayah (intervensi) manajemen terlalu jauh.

Terjadinya nisiko demikian tentunya harus dianti-
sipasi dan dihindarkan dengan® aturan main (play of the
game) yang jelas terkait batas kewenangan internal kon-
trol pada saat melaksanakan fungsi membantu manaje-
men, Maknanya, selain internal kontrol tidak (ada kesan)
mempengaruhi dan menghambat pengambilan keputu-
san, juga manajemen tetap terjaga independensi dalam
mengambil keputusan.

Mekanisme dalam melakukan peran internal kon-
trol seperti dimaksud diatas harus jelas dalam Standard
Operating Procedur (SOP) melaksanakan tugas pendamp-
Ingan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang
merupakan tugas manajemen, sedangkan internal kontrol
tugasnya yang utama memben feed back dan feed for-
ward kepada manajemen agar pengelolaan dan operasion-
al organisasi berjalan secara baik.

Sebagai akhir dan tulisan ini, bahwa metamorpho-
sis Khitah Internal kontrol post audit menjadi pre audit
vang selanjutnya menjadikan perannya consultant dan
quality assurance merupahan penyelarasan (alighment)
performa internal kontrol dalam rangka mewujudkan ta-
takelola yang baik dan pelayanan prima organisasi. Dalam
waktu belakangan deras mengemuka bahwa insight inter-
nal kontrol melakukan perannya secara menyeluruh sejak
dim dalam proses manajemen mulai perencanaan hingga
monitoring dan evaluasi sebagai peran konsultansi dan
asuransi kualitas. Terkait paradigma tersebut maka inter-
nal kontrol harus memiliki rambu-rambu secara jelas atas
batas kewenangannya sehingga tetap menjaga ketidakter-
pengaruhan (independensi) manajemen dan tidak mengin-
tervensi manajemen dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan yang merupakan tanggungjawabnya

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat [I
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(Gangguan Terhadap Obyektivitas Auditor
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kutip oleh Konsersium Organisasi Profesioan] Audit
Internal (2004:8)
harus memiliki sikap mental obyvektif, tidak memihak

obyekufitas adalah “Auditor Internal

dan menghindan kemungkinan timbulnya pertentangan
kepentingan (conflict of interest)

Pengertian objektivitas menurut Lawrence B. Sw-
yer, mortimer A. Dittenhofer dan James H. Scheiner yang
diterjemahkan oleh Desi Anhanam (2006:103) Objek-
tivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak
dikompromikan. Seorang audior hendaknya tidak pernah
menempatkan din atau ditempatkan dalam posisi di mana
objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Kode etik dan
standar auditor

internal telah me-

COMMUNICATION

Ketika prinsip tersebut dilanggar sangat dikhawatirkan
akan merubah suatu keputusan maupun pertimbangan
profersionalisme. Akibat yang ditimbulkan ketika auditor
tidak bersikap obytektf dapat berpengaruh terhadap lapo-

ran hasil audit, Laporan vang obyektif harus memenuhi
beberapa kriteria yaitu factual, tidak berpihak dan terbe-
bas dar intervensi, dimana seluruh temuan baik kondisi.
sebab akibat dan rekomendasi yang ditampilkan harus di-
lakukan tanpa ada suatu prasangka atau dendam pribadi,
tetap1 berdasarkan fakta, yang didukung dengan bukti
bukti yang relevan, kompetem, material, dan cukup. Suatu
laporan pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok
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miliki oleh audit

internal

Dart definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
Obyektif merupakan sikap mental Auditor yang harus
selalu dipertahankan, sehingga kejujuran fakta atas hasil
audit dapat diyakinmi kebenarannya dan bukan merupakan
hasil komprom atau adanya intervensi yang dapat men
imbulkan konflik internal

Kenapa harus Obyektif ?
Prinsip dasar sikap obyektif dalam audit yaitu
mengungkapkan semua fakta yang diketahui, tidak ada

hubungan yang mungkin dapat mengganggu penilaian,
dan menolak suatu pembenian dari pihak yang diawasi.

48
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Gangguan dalam
obvektifitas

Sebagai auditor internal harus jeli dan berhati-hat!
dalam menjaga obyeckufitas, gangguan terhadap sikap
obyektif sangat sering terjadi dalam pelaksanaan audit,
gangguan dapat terjadi di lingkup pribadi/intern, lingkup
extern dan di dalam organisasi

Gangguan intem terhadap obyektivitas dapat terja-
di dari individu atau dari tim audit, sécara mdiadu antara
lain adanya hubungan keluarga langsung atau anggota
keluarga dekat yang merupakan pimpinan, pejabat, atau
pegawal dan entitas yang diaudit, dimana dapat berpo-
tensi atau dalam posisi yang dapat membcrikan pengaruh
langsung dan signifikan terhadap enfitas atau program
yang diaudit. Adanya prasangka terhadap perorangan,
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kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang
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Gangguan yang bersifat organisatoris
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Independensi APIP dapat dipengaruhi oleh kedudu-
kannya dalam struktur orgnisasi pemerintahan. Untuk
membantu terciptanya ohyektifitas secara organisasi,
APIP bertanggung jawab képada pejabat tertinggi dalang
embaga atau entitas Pemeriptah yang bersangkutan tanpa
litik apapun. obyektifitas
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Menggapai WBK Pada Lingkup Satker Melalui Tertib Administrasi

Oleh

Yanti Frismalinda

Tertib Administrasi membutuhkan komitmen kuat kepada semua pihak vang terlibat dan dilaksanakan secara

terus menerus serta mendapatkan dukungan integritas publik

empedomani Peraturan Menteri Pendayagu-

naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No0.20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dann Korupsi (WBK), Kementerian/Lembaga diwajibkan
membentuk Zona Integritas yang diawali dengan pen-
canangan Zona Integritas. Selanjutnya pada tanggal 17
April 2012 pemerintah mencanangkan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilingkungan Ke-
menterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh Menteri
PAN dan RB yang diikuti beberapa Menteri, Gubernur,
walikota/bupati, BPKP dan salah satu pimpinan Komisi
Pemberantasan Korups: (KPK) Busyro Muqoddas. Pera-
turan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan Per-
menPAN dan RB No. 60 Tahun 2012 tanggal 5 Septem-
ber 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas darn Korupsi Dan Wilayah Bi-
rokrasi Bersith Melayani di Lingkungan Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah

Menindaklanjuti anjuran Permen PAN dan RB
tersebut, maka Kementerian Pertanian melakukan pen-
canangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Ko-
rupsi (WBK) pada tanggal 21 September2012 yang dii-
kuti oleh seluruh pejabat Eselon 11, pejabat Eselon 111, dan
Eselon IV yang menangani fungsi organisasi dan kepega-
waian, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada
umumnya tindak pidana korups: terjadi karena masih
adanya kekurangtertiban penyelenggaraan pemerintahan
yang mengerucut pada tata kelola (governance) pada unit
kerja atau satuan kerja dari berbagai tingkatan, utamanya
pada kekurangtertiban administrasi

Selain 1tu melalui paradigma pengawasan Jaru
dengan melaksanakan metode Green Audits Inspéktorat
Jenderal Kementerian Pertanian yang salah satu“elemen-
nya Accordance the Law and Policy atau patuh pada
peraturan dan kebijakan. Terhadap hal tersebut, tingkat
relevansi dan kepantasannya untuk membangun wilayah
maya Tertib Administrasi cukup mendasar untuk menda-
patkan pertimbangan langkah kedepan menuju terbangun

. AUDIT@R

wujud Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Hakekat Tertib

Secara umum terjadinya kejahatan luar biasa tindak
pidana korupsi bersumber dan diawali dari adanya pel-
anggaran terhadap paraturan, perundang maupun ketidak
tertiban administrasi yang telah ditetapkan. Sebaliknya,
dengan ketidakketertiban administrasi dalam pengelolaan
manajemen organisasy/'satuan kerja, dapat mendorong
terciptanya daerah abu-abu/grey area, yang akan selalu
dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tin
dakan secara tidak bertanggungjawab dengan mengguna-
kan peluang/kesempatan secara sadarnya yang merugikan
keuangan Negara

Membiarkan terjadinya ketidaktertiban, bak pepa-
tah “setali tiga uvang” dengan melakukan pembiaran ter-
jadinya “Maladministrasi” dalam suatu kementerian
lembaga, pemerintah daerah maupun satuan kerja sekali-
gus membangun “grey area” untuk tumbuh dan berkem-
bangnya Korupsi. Dalam Permen PAN dan RB No. 20
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dikenal istilah
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan
hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang
untuk tujuan lain-dari yang menjadi tujuan wewenang
tersebut, termasuk kelalaianatau pengabaian hukum
dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaku-
kan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang
mentmbulkan kerugian material dan/atau immaterial bagi

‘masyarakat dan perorangan:

Berpyjak awal dari kondisi demikian ini, rasanya
tidklah pantas kita berdiam diri, melakukan pembiaran,
membuang muka atau berpaling wajah dari permasalahan
ketidaktertiban administrasi tersebut. Meskipun sudah
terlambat, sudah pada saatnya untuk memiliki kompe-
tensi tinggi, semangat kerja, cara pandang, cara merasa,
dan cara bertindak yang dibangun secara baik sehingga
mampu menghadapi tantangan dan menjalani dinamika
perubahan zaman sebagai seorang modern dengan salah
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Dalam rangka untuk berjalannya proses keberlan-

jutan tertib administrasi dalam pengelolaan kinerja kegia-
tan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mau-
pun satuan kerja manajemen, beberapa unsur mendasar
yang sangat dibutuhkan, yaitu :

a.

52

Dibutuhkan komitmen (Commitmen) vang Kuat

Komitmen merupakan janj1 yang harus dipegang se-
cara kuat agar upaya membangun pilar-pilar keper-
cayaan (trust) publik dapat dicapai. Terkait dengan
hal tersebut, kiranya pemerintah menaruh perhatian
yang memadai dan menyikapi dengan serius terha-
dap langkah-langkah menuju tertib administrasi dan
pencegahan serta pemberantasan korupsi. Mengingat
pemerintah secara yundiksi telah menyatakan dalam
berbagai bentuk peraturan perundangan, peraturan
pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden,
maupun instruksi presiden.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011
yang mengatur tentang Aksi Pencegahan dan Pem-
berantasan Korupsi Tahun 2012 yang mencakup
strategi Pencegahan; strategi penegakan hukum;
strategi peraturan perundangan; strategi kerjsama
Internasional dan Penyelematan Aset Hasil Korupsi;
strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, serta
strategi Mekanisme Pelaporan.

Pemerintah pada tanggal 17 April 2012 melalui Ke-
menterian PAN dan RB menegaskan lagi komitmen-
nya dengan ditandatanganinya Piagam Pencanangan
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Be-
bas Korupsi di lingkungan Kementerian/lembaga
dan Pemda, yang diikuti oleh Menteri Dalam Negeri,
Kepala BPKP, Gubernur Sulawesi Utara, Walikota
Sukabumi, Walikota Banjarbaru, Bupati Bima, dan
Bupati Aceh Tenggara yang disaksikan oleh pimpi-
nan KPK Busyro Muqodas dan Ketua Ombudsman
RI Danang Girindrawardana, dan dihadiri 160 pimpi-
nan K/L dan Pemda.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi, selain
dibutuhkan sistim yang up to date, juga sangat diten-
tukan SDM yang kompeten sebagai pelaku sistim
tersebut, the man behind the system yang memiliki
berkomitmen yang tinggi. Hal demikian tentunya
pembenahan SDM termasuk pemberian penghar-
gaan (reward) dan sanksi (punishment) birokrasi dan
manajemen puncak hingga tingkatan bawah menjadi
prioritas utama dalam mewujudkan tertib adminis-
trasi.

AUDITER

b.

Merupakan Proses yang terus menerus, berkesinam-
bungan (Continous process)

Dalam rangka menuju dan membangun tertib admin-
Istrasi, sudah cukup banyak yang dilakukan. Tentu-
nya proses melaksanakannya tidak terputus, berkes-
iInambungan dan harus secara terus-menerus hingga
tertib administrasi manajemen benar-benar terwujud
Proses pencegahan dan penangkalan maladministrasi
seyogyanya dilaksanakan sejak awal. Kegiatan yang
dilakukan secara dini tersebut sering dikenal dengan
Pre-emptive. Proses in1 dapat dilakukan melalui keg-
1atan yang bersifat mengedukasi dalam rangka mem-
bangkitkan dan menciptakan kesadaran dan menjaga
kewaspadaan sehingga perilaku tertib administrasi
dapat terbina secara baik.

Selanjutnya upaya yang bersifat pencegahan dan
penangkalan yang dikenal dengan Preventive. Upaya
in1 dimplementasikan melalui membangun atau men-
ciptakan dan menguatkan pengendalian melalui sis-
tim pengendalian internal pemerintah (SPIP) melalui
fungsionalisasi satuan pelaksana pengendalian intern
(Satlak-PI) maupun implementasi Reformasi Bi-
rokrasi dengan konsekuensi renumerasi bagi aparatur
organisasi atau satuan kerja.

Optimalisasi aparat pengawasan intern pemerintah
(APIP) agar mampu berfungsi sebagai early warning
system sekaligus quality assurance bagi manajemen
puncak terus dilakukan secara berlanjut utamanya
pelaksanaan pengawasan terhadap gejala-gejala,
tanda-tanda, sympton, redflags atas penyimpangan,
kecurangan, maupun fraud lainnya, hingga proses
tertib administrasi manajemen tetap berjalan efektif
dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang
akuntabel.

Selain upaya pembangkitan kesadaran dan penjagaan
kewaspadaan, pencegahan atau penangkalan, juga di-
lakukan upaya penegakan hukum (law enforcement)
sebagai upaya repressive. Upaya ini diterapkan untuk
terapi kejut (shocktherapy) sekaligus memberikan
efek jera bagi pelanggar tertib administrasi. Upaya
penegakan hukum dilakukan tidak pandang bulu,
tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih yang akan dite-
bang, semua sama dimata hukum atau persamaan
dalam hukum (equality before the law).

Dibutuhkan dukungan integritas masyarakat (public
integrity)

Dukungan dan peran masyarakat dalam artiluas
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Me-Reka Kultur Kejujuran Yang Beretika Luhur
Mengantisipasi Fraud

Oleh

Dahono

Seseorang berperilaku fraud harus didukung tiga unsur yaitu adanya Pressure , Opportunity, dan Rationali-
zation. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk segitiga sama sisi yang mengandung arti peranan masing-

masing saling berhubungan dengan derajat yang seimbang,

onon, kejahatan yang berbahaya bagi kelang-

sungan hidup berbangsa dan bernegara akarnya

serilaku menyimpang, mengingat telah diberikan
kewenangan oleh negara terhadap suatu kedudukan demi
Kepentingan negara, pada kenyataannya tidak sedikit yang
menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, kelom-
pok maupun golongannya. Penyalahgunaan wewenang
(abuse of power) yang marak di berbagai tempat dan la-
pisan kehidupan baik pada manajemen lapis bawah (low
management), manajemen lapis tengah (middle manage-
ment), maupun manejemen lapis atas (hight management)
baik pada lembaga formal maupun informal atau sosial
kemasyarakatan dengan modus yang beraneka ragam dan
berbeda-beda. Namun akibat yang ditimbulkan tidaklah
jauh berbeda antara lain ada pihak yang dirugikan baik
pribadi maupun organisasi

Alinea tersebut diatas, dapat merupakan sindiran
terhadap pelaku fraud, yang diantaranya mendapatkan
kesempatan sebagai penyelenggara negara, abdi Negara
dan abdi masyarakat, sebagian diantaranya sebagai ok-
num. Pada hakekatnya sebagai “abdi”, berarti mengabdi
dengan memberikan pelayanan terbaik, namun seiring
berjalannya waktu telah terjadi gradasi, luntur memudar
bahkan hilang terhadap warna yang sesungguhnya. Per-
fomannya justru terbalik, menjadi yang utama yang harus
mendapatkan pengabdian dan pelayanan

Promis semantikal terjadinya tindak fraud mengin-
gat kejujuran dan etika sudah mulai runtuh, dan integritas
dipertanyakan eksistensinya. Bisa jadi, kejujuran dan eti-
ka dianggap kata-kata indah untuk masa yang lalu, integ-
ritas bukan merupakan sesuatu hal yang harus diperjuang-
kan dan dipertahankan lagi, tetapi malahan seringkali
dilanggar dan dilupakan. Fraud merupakan tanda-tanda
menurun dan mimimnya kadar integritas akibat tergusur,
terdegradasi dan tergerus. Selain itu, kejujuran belum

Cliadis
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merupakan budaya yang mengakar secara kuat pada se-
mua aspek.

ldak salah yang dikatakan oleh seorang ilmuwan
dart Unmiversitas Queensland, Noel Preston bahwa “noth-
ing 1s more dangerous to the well-being of the body poli-
tic than a public official who is technolocally competent
or strategically astute but ethically illiterate or unfit, bah-
wa “tidak ada yang lebih berbahaya terhadap keberadaan
dar sistem politik yang mengakar disemua aspek diband-
ingkan seorang pegawai pemerintah yang berkompeten
dalam bidang teknologi atau pandai berpikir strategis
namun berperilaku yang tidak beretika atau tidak sesuai
dengan kode etik/aturan perilaku™

Fenomena yang sedang dan berkembang meluas
seperti tersebut diatas penulis mencoba belajar mema-
hami fraud dan mengkristalisasikannya untuk dapat men-
gantisipasinya agar risiko terburuk tnidak sempat pernah
terjadi baik yang berakibat pada pelaku, pelaku organisa-
s1, organisasi/lembaga dan lingkungannya

Memaknai fraud

Fraud seringkali disebut dengan kecurangan yang
secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang
palsu atau penyembunyian fakta yang material yang me-
nyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Dengan kata lain,
kecurangan sebagai hal yang menggambarkan semua per-
buatan melawan hukum atau illegal act vang tidak sesuai
dengan etika dan kepatutan. Selain itu, fraud merupakan
suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran
yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan untuk mem-
peroleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya

Fraud menurut Blacks Law Dictionary didefinisi-
kan sebagai “embracing all multivarious means which
human ingenuity can device, and which are resorted to
by one individual to get an advantage over another by
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Willingham mengemukakan hal berikut 1) Situasi pribadi
yang menciptakan tekanan yang tidak diharapkan/dililit
hutang; sakit berat; masalah judi; masalah alkohol; frusta-
s1 atau merasa diperlakukan tidak adil yang mendorong
tindakan balasan, kekurangan etika pribadi. 2) Keadaan
perusahaan yang menciptakan tekanan yvang tidak semes-
tinya’kesulitan ekonomi; 3) Risiko pengendalian yang
spesifik (satu orang menangani semua kegiatan dar tran-
saksi yang penting; supervisi yang buruk; penugasan dan
tanggungjawab yang tidak jelas

Indikator penting dan strategi pencegahan fraud
adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi
potensi dan tindak fraud yang dilakukan dengan mengenal
gejala, tanda, maupun sinyalemennya. W Steve Albrecht
dalam bukunya Fraud Examination membaginya menjadi
6 jenis 1) keganjilan akuntansi/accounting anomalies, 11)
kelemahan pengendalian internal/internal control weak-
ness, m) keganjilan analisis/analytical anomalies, 1v)
gaya hidup yang boros/extravagant lifestyle, v) kelakuan
yang tidak biasa/unusual behavioral, dan vi) adanya pen-
gaduan.

Tanda-tanda umum perilaku tindak fraud yang bi-
asanya ditunjukkan oleh pelaku yaitu tidak taat atau cend-
erung membelokkan dan melanggar aturan, dan terdapat
upaya untuk memindahkan kesalahan kepada pihak lain.
Indikator dunia usaha, misalnya adanya pembayaran dia-
tas harga normal; terdapat konflik kepentingan. Indikator
individual ditunjukkan dengan permasalahan pribadi-
keluarga yang serius maupun sedang mengalami stress.
Sedangkan indikator organisasi berupa sekelompok orang
mendominasi manajemen dan pengawasan tidak berjalan
efektif; maupun birokrasi yang berbelit. Selanjutnya, in-
dikator fraud dalam proses kegiatan, dapat ditunjukkan
dengan tidak tersedianya mekanisme untuk melakukan
pengujian terhadap suatu kegiatan, jejak audit tidak leng-
kap, maupun dokumen penting tidak ditemukan atau ru-
sak.

Deteksi fraud

Upaya mendeteksi fraud dapat dilakukan dengan
mengidentifikasi symptoms yang mengindikasikan ke-
curangan baik yang sedang/tengah terjadi, akan terjadi,
maupun telah terjadi. Fraud dilakukan investigasi men-
cakup terjadi, modus operandi, kapan kecurangan dilaku-
kan, apa motivasinya, dan berapa jumlah uang atau asset
yang diambil.

Dalam rangka mendeteksi fraud biasanya diguna-
kan metode deteksi induktif dan deduktif.

Chlladis

S6 AUDIT R

Metode induktif yaitu dengan menggunakan com-
ersial data, menggunakan software, seperti audit com-
mand language (ACL) untuk melihat kejanggalan dalam
basis data, b) menggunakan analisis secara digital/ana-
Iytical digital untuk menemukan adanya kemungkinan
terjadinya kejanggalan atau yang tidak biasa dalam akun-
tansi. Sedangkan Metode deduktif melalui pendektesian
dengan cara memperoleh pengertian tentang bisnis dan
operasi perusahaan; memperoleh pengertian kecurangan
yang dapat terjadi; menertibkan gejala kecurangan yang
dapat dilakukan; menggunakan basis data dan sistem in-
formasi untuk mencari gejala kecurangan maupun menin-
daklanjuti gejala tersebut.

Selain 1tu, untuk mendeteksi terjadinya fraud dapat

juga dilakukan antara lain melalun

a) Risk assesment and fraud, bahwa penaksiran nsiko
merupakan alat pengambil keputusan yang memban-
tu pemilihan berbagai kemungkinan dan menetapkan
pilthan yang paling menguntungkan (the greatest
payoft). Tiga pilihan penaksiran risiko fraud vaitu (1)
Identifikasi nisiko; yaitu melakukan identifikasi pros-
es-proses mana saja yang memiliki risko kecurangan
paling banyak, risiko kecurangan inherent. (i1) mel-
akukan pengukuran risiko, dengan menetapkan pa-
rameter yang terukur dar1 besar maupun akibatnya
(111) prioritas nistko yang harus dilakukan penanga-
nan

b) Pelanggaran prosedur atau irregularities

Melindungi organisasi terhadap kecurangan dan
dapat mendeteksi lebih dini terhadap pelanggaran
prosedur atau ketidakberesan/ketidakwaja-
ran dalam keuangan (irregularities) yang memung-
kin menunjukkan suatu kecurangan. Perlu dideteksi
apakah terdapat eleminasi tahapan pengendalian
yvang dapat berakibat tindakan kecurangan. Apabila
pengendalian yang ada dilewati, kemungkinannya
bahwa seseorang memilih untuk mengendalikan
prosedur agar dapat melakukan kecurangan, pengen-
dalian internal yang di by passing harus mendapatkan

suatu

kecurigaan dari auditor.
¢) Kegagalan audit (audit Failure)

Auditor berharap dapat mendeteksi dan mengkoreksi
atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan
besar dalam penyajian informasi keuangan. Namun
seringkali auditor gagal untuk memenuhi ekspek-
tasi ini, suatu kegagalan audit (audit failure) kadang
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d) Kecurangan Laporan Keuangan

Pengendalian fraud
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dalian yang relevan dinilai dan ditingkatkan. Selain
itu, mengkomunikasikan —-melatih dalam rangka pen-
egakan disiplin atas nmilai-nilar organisasi, perilaku
maupun kesadaran pegawai.

b. Evaluating and Fraud Process and Control

Kecurangan tidak akan pernah terjadi tanpa persepsi
adanya kesempatan dan menyembunyikan perbua-
tannya. Organisasi hendaknya mengurang kesempa-
tan fraud dengan mengidentifikasi risiko, mengambil
tindakan mengurangi risiko yang diidentifkasi, dan
menerapkan dan pengendaliaan internal secara pre-
ventif dan kuratif serta tindak pencehannya lainya.

c. Developing Oversight Process

Merupakan upaya untuk mencegah dan menangkal
kecurangan secara efektif, entitas hendaknya memi-
liki fungsi pengawasan yang tepat. Pegawasan dalam
berbagai jenis dan bentuknya dilaksanakan oleh ber-
bagai pihak/audit comitte/bord of Directors manaje-
men; internal auditor maupun independent auditor).

Dalam rangka pencegahan terjadinya fraud terse-
but, menurut Drs. Amin Wijaya Tunggal, AK., MBA.
dalam "Pemeriksaan Kecurangan/Fraud Auditing” men-
gatakan bahwa “kecurangan dapat dicegah oleh manaje-
men dengan memperhatikan pengendalian intern yang
baik antara lain Memberikan insentif/benefit yang cukup
memadai;, Penyederhanaan struktur organisasi; Adanya
“internal check™ antara beberapa bagian yang berhubun-
gan dengan memperhatikan pemisahan fungsi (mem-
buat/menyetujui transaksi, melaksanakan transaksi, dan
membukukan transaksi; Supervisi dan pengawasan yang
cukup, pelaksanaan audit secara independent melalu
internal-eksternal auditor, maupun langkah lain yang rel-
evan.

Pengembangan dan implementasi pencegahan fraud
dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa komitmen pimpi-
nan. Komitmen pegawai dengan berperan aktif mencegah
fraud, Sumberdaya yang dialokaskan cukup akan sangat
penting bagi kesuksesan program pencegahan fraud, dan
Jaringan kerja melalur berkomunikasi dengan orang dan
organisasi sejenis yang terlibat dalam upaya yang sama
akan membantu memberikan ide-ide yang mungkin co-
cok dengan kebutuhan organisasi.

Tentunya upaya pencegahan dan pengendalian
fraud antar unit organisasi tidaklah dapat disamakan

berbeda-beda dengan memperhatikan kebutuhan dan
kondisi lingkungan yang spesifik. Merujuk pada “The

.  AUDITOR

Audit Office of New South Wales” telah merumuskan
10 atribut yang merupakan faktor kunci yang harus men-
dapatkan perhatian organisasi dalam mengembangkan
dan mengimplementasikan penegakan dan pengendalian
fraud dengan pendekatan yang efektif dan komprehensif
yaitu : Kebijakan makro terpadu/integrated macro policy;

Struktur pertanggungjawaban/responsibility structure;
Penilaian nisiko fraud/fraud risk assessment; Kepedulian
Pegawal/employee awareness; Kepedulian pelanggan
dan masyaraat/costumer dan community awareness; Sis-
tem pelaporan fraud/fraud reporting system; Pengungka-
pan yang dilindungi/protected disclosure; Pemberitahuan
ke pihak luar/external notification; Standar investigasi
investigasi standart; dan Standar perilaku dan disiplin
conduct and diciplinary standart.

Pada akhirnya, ragam makna fraud secara semanti-
kal promise, namun simpul benang merahnya bahwa fraud
merupakan gambaran perbuatan yang melawan hukum
illegal act dengan sengaja dan menyimpang dari etika
perilaku, kepatutan, membelakangi kebenaran, menggu-
nakan berbagai cara tanpa kejujuran yang mengakibatkan
terjadinya kurban dan kerugian pihak lain. Dalam rangka
pembuktian fraud harus mengabaikan setiap penjelasan
kecuali pengakuan kesalahan/proof fraud must preclused
any explanation than guilt

Membangun dan memberdayakan sistem pen-
gendalian intern secara utuh dan konsisten merupakan
imunitas internal tubuh organisasi yang dapat diexpekta-
sikan dapat menangkal nisiko fraud sebagai early warn-
ing system dengan mendeteksi lebih dini terhadap tanda-
tanda, symptoms, fraud redflags maupun fraud warming
system. Upaya mencegah, menangkal dan mendeteks:
fraud melalu1 penciptaan dan pemeliharaan kultur keju-
juran yang beretika luhur, yang dibarengi dengan evalu-
asi risiko fraud, dan pengembangan pengawasan merupa-
kan muaranya harapan terwujudnya goodgovernance dan
clean government. .. JUJUR 1tu HEBAT dan NYAMAN!

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat 2
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kualitas kinerja dan perilaku auditor menjadi cermin
[t)entan di mata mitra kerjanya. Apa yang dapat dilaku-
kan auditor untuk mengatasi (overcome) tantangan in-
ternal dan eksternal tersebut guna mewujudkan Itjentan
sebagai lembaga pengawasan yang professional sekaligus
beramanah” Benkut beberapa hal pokok yang patut di-
lakukan oleh auditor.

Pertama, secara pribadi berupaya terus mening-
katkan kapabilitas dan kompetensi (capacity building).
Sebagai suatu profesi, auditor dituntut untuk menjadi
profesional dan 1tu berarti membutuhkan persyaratan
kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi dalam
menjalankan tugasnya sebagai auditor harus secara sadar
mau meningkatkan kompetens: agar dapat menjalankan
tugasnya baik sebagai auditor maupun sebagai konsultan
atau katalis. Oleh karena 1tu, membaca (berbagai peng-
etahuan) haruslah dijadikan sebagai kebutuhan mendasar
(basic need) bukan sekadar keinginan (want). Selain men-
ingkatkan wawasan akan berbagai hal, kegiatan membaca
dapat menghindarkan auditor dar jebakan rutinitas jad-
wal kegiatan pengawasan yang melelahkan bahkan boleh
jadi bagi sebagian auditor membosankan. Tentu untuk
mendapatkan sumber 1lmu yang lebih luas dan beragam,
kemampuan berbahasa asing terutama bahasa Inggris au-
ditor perlu mendapatkan perhatian. Bila berhasil menjadi-
kan membaca menjadi suatu kebiasaan bahkan menjadi
budaya, niscaya auditor tidak terkungkung dalam wilayah
yang sempit yang terbatas pada lingkup tempat kerja dan
pedoman umum, namun dengan membaca membuka pin-
tu bagi auditor melihat dunia lebih luas seperti memaham
budaya kelompok tani yang menjadi mitra kerja.

Kedua, mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).
Penegasan Sesitjentan pada raker kerja lingkup Itjentan
yang dilaksanakan pada tanggal 13 — 15 Januan 2012
di1 Cisarua agar auditor wajib mengikuti diklat forensik,
konstruksi dan bangunan irigasi, dan diklat reviu laporan
keuangan lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d
11 Februar1 2012 dengan menggeser jadwal audit kinerja
pertama selama seminggu yang rencananya dimulai 6 s.d
21 Februarn 2012 menjadi dimulai pada tanggal 14 s.d 29
Februan 2012 patut diapresiasi. Demikian juga, rencana
pimpinan Itjentan untuk mengirimkan auditor mengikuti
diklat risk-based audit dan forensic audit di Filipina yaitu
di pusat pendidikan dan latihan lembaga Commission on
Audit (semacam Badan Pemeriksa Keuangan nya Fihpi-
na) pada pertengahan tahun 2012 patut diacungi jempol.
Pada tahun-tahun sebelumnya diklat belum menjadi pri-
oritas atau mendapat perhatian utama untuk dilaksana-
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kan. Memperhatikan komitmen pimpinan Itjentan untuk
meningkatkan kualitas auditornya haruslah mendapatkan
dukungan sepenuhnya dan auditor.

Standar
satu dan

Perlunya diklat selain sesuai dengan
Pemeriksaan juga sebagai pengejawantahan
duapuluhtiga arah kebijakan Kementerian Pertanian pada
tahun 2010 — 2014 yaitu Peningkatan penerapan mana-
jemen pembangunan pertanian vang akuntabel dan good
governance. (lihat Buku Rencana Strategis Kementerian
Pertanian Tahun 2010 — 2014 halaman 115 - 116). Senge
dalam bukunya The Fifth Discipline (1990) menyatakan
bahwa perubahan sikap yang paling mendasar adalah jika
individu secara terus menerus memperluas kemampuan
untuk mencapai hasil yang dunginkan. Ciri-ciri seseorang
yang memiliki komitmen itu disebut personal mastery
yvang ditandai dengan adanya keinginan untuk selalu be-
lajar karena sadar terhadap kekurangan dalam pengeta-
huan, merasa inkompeten dan selalu percaya diri. Hal
yvang sama juga diutarakan oleh Dino Patty Jalal (2008)
dalam bukunya Pasti Bisa, yang mengutip dar berbagai
sumber menyebutkan ada 4 tipe manusia yaitu 1) tidak
sadar bahwa dia tahu, 2) sadar bahwa dia tahu, 3) sadar
bahwa dia tidak tahu, dan 4) tidak sadar bahwa dia tidak
tahu. Diharapkan auditor kita senantiasa berupaya untuk
terus menerus meningkatkan kemampuan agar bertipe
nomor | yang menjadikan dia seorang genuine auditor
bukan bertipe nomor 4 yang merasa bahwa dia seorang
auditor (wanna be auditor), namun tidak memiliki kom-
petenst minimal yang dibutuhkan sebagai seorang auditor
dan tidak berupaya meningkatkan kemampuannya

Tentu saja untuk membangun auditor berkualitas
tinggi tidak cukup hanya memberikan Surat Perintah Tu-
gas (SPT) untuk melaksanakan tugas pengawasan guna
meningkatkan pengalaman kerja (jam terbang) auditor.
Auditor harus ditugaskan dan diarahkan dengan mengi-
kuti berbagai pelatihan teknis vang sistematis, berkelan-
Jutan, berkala, serta tugas belajar agar auditor semakin
meningkat kualitas kemampuan teknisnya (hard compe-
tences). Selain itu, tanpa proses internalisasi nilai-nilai
moral (integritas) kemampuan teknis yang tinggi menjadi
tidak berarti. Oleh karena-itu, berbagai hal vang telah
dilakukan oleh Itjentan untuk menempa moral values
baik melalui gerakan Komitmen Anti Korupsi, motivasi
dan pelatthan dengan metode THD (Tafakur, Hisab, dan
Dzikir) dan dengan metode ESQ (Emotional and Spritual
Quotiont), kampanye dan publikasi, maupun penerapan
reward and punishment harus terus digalakkan dan ditu-
mbuhkembangkan mengingat para auditor sangat rentan
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Pembinaan Komitmen Anti Korupsi dan Dampaknya

Kegiatan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK) untuk Mewujudkan Wilavah Bebas dari Korupsi (KAK-WBK) di
Kementerian dijadikan agenda tetap yang dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap tahunnya. Kegiatan KAK-WBK pada
Tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu di Semarang dan Surabava dengan sasaran peserta adalah Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengelola dana dekonsentrasi dan tugas
pembangunan Kementerian Pertanian. Adapun Pembinaan KAK-WBK ketiga akan dilaksanakan di Bogor bert patan

dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)

Pendahuluan

Musuh utama untuk mewujudkan clean govern-
ment dan clean governance adalah Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN). Kita semua tahu, bahwa KKN telah
merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara
Dampak KKN, diantaranya (1) tidak efisiennya pe-
layanan pemenntah; (2) ketidakadilan dalam kehidu-
pan bernegara; (3) terjadinya pemborosan pemanfaatan
sumber-sumber kekayaan negara; (4) ketidakpercayaan
(distrust) masyarakat terhadap penyelenggara negara; (5)
ketidakstabilan politik dan ekonomi; (6) kemiskinan se-
makin meningkat dan (7) sempitnya lapangan kerja

Dalam upaya menyikapi kondisi tersebut, Inspek-
torat Jenderal melakukan aksi nyata dengan program
Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK). Hal tersebut, se-
bagai pelaksanaan dictum kelima dari Inpres Nomor 5
lahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pi-
dana korupsi. Program WBK lebih diarahkan pada upaya
pencegahan (preventif) pencegahan tindak pidana korupsi
di hingkungan Kementerian Pertanian. Program WBK di-
harapkan dapat menjadi lokomotif untuk menarik 9 (sem-
bilan) diktum lainnya, vaitu: (1) Kewajiban Kewajiban
untuk melaporkan LHKPN; (2) Perbantuan kepada KPK
dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara
(LHKPN); (3) Penetapan Kinerja; (4) Peningkatan kuali-
tas Pelayanan Publik; (5) Penetapan Program dan wilayah
bebas dan korupsi; (6) Pengadaan Barang dan Jasa sesuai
Keppres 80/2003; (7) Kesederhanaan Hidup (Kedinasan
maupun pribadi); (¥) Dukungan kepada penegak hukum;
(9) Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) tentang kajian sistem yang menimbulkan korupsi;
dan (10) Peningkatan Pengawasan

Pola Pembinaan

Program WBK dilaksanakan melalui Pembinaan
Tekad Anti Korupsi, melalui kegiatan sosialisasi dan

Aadia
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pembinaan secara terus menerus kepada seluruh pimpi-
nan dan selurub pegawai di lingkungan Kementerian Per-
tanian, dar pusat sampai daerah, melalui pendekatan hati
(pelurusan nmiat) dan mengurangi kesempatan terjadinya
tindak pidana korupsi dengan melakukan perbaikan sis-
tem yvang diberikan nama Pembinaan Tekad Anti Korupsi
untuk Mewujudkan WBK. Pembinaan dilaksanakan se-
cara bertahap dan berkesinambungan. Pembinaan peluru-
san niat dilaksanakan mulai tahun 2009 sampai dengan
2010 dilakukan dengan Metode Tafakur-Hizab-Dziki
(THD). Adapun untuk tahun 2011 sampai dengan saat ini
pembinaan dilakukan dengan Komitmen Anti Korupsi
untuk Mewujudkan WBK (KAK-WBK)

Kegiatan KAK-WBK dimulai sejak tahun 2011
lebih didasar1 oleh pemikiran bahwa hati tetap dibenahi
dan sistem akan senantiasa diperbaiki, maka kegiatan
KAK-WBK lebih diarahkan pada kegiatan nyata (action)
dengan melakukan penguatan dan mengokohkan komit-
men anti korupsi guna meningkatkan integritas dan kuali-
tas pelayanan kepada masyarakat (stakeholder) tanpa
K KN secara konsisten dan berkelanjutan

KEBLUAKAN
Stranas P+ 4 Sulses +
Green Audits

EDMETMEN SPW + SAKP
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rana, Kondisi Ruangan, Pelayanan Panitia, Tingkat Pema-
haman Peserta, serta Pesan dan Kesan Peserta. Berikut
disampaikan hasil pre-test dan post-test kegiatan Pembi-
naan KAK-WBK di Surabaya :

1.

Data responden

Data responden sebanyak kurang lebih 315 peserta,
terdirt dari laki-laki sebesar 72% dan perempuan
sebesar 28%. Peserta sebesar 75.2% telah bekerja
di lingkungan Kementerian Pertanian lebih dari
15 tahun, dan sebesar 25,6% kurang dari 15 tahun.
Berdasarkan jabatan, sebanyak 72.4% merupakan
pejabat struktural, dan sebanyak 27,6% merupakan
pejabat fungsional. Data demografi responden secara
grafik dapat sajikan sebagai berikut:
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B Srukturs
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AUDIT

Materi KAK

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari
responden terkait dengan materi Pembinaan KAK-
WBK, diperoleh gambaran bahwa, sebesar 47,29%
peserta menyatakan materi vang dipaparkan oleh
narasumber “sangat baik™, sebesar 50,18% menyata-
kan “Baik™, dan sebesar 2,50% menyatakan “Cukup
Baik™. Hasil penilaian mengenai Materi Pembinaan
KAK-WBK dapat disajikan pada grafik berikut

1. Mater KAK %)

&

J
Berdasarkan hasil tersebut, hal-hal yang perlu diper-
timbangkan dan penyempurnaan ke depan, vaitu,
mengenai keragaman materi pembinaan KAK-WBK
dan tingkat keterkaitan antara materi satu sama lain-
nya (sinergitas), sehingga pembinaan KAK-WBK
tidak keluar dari tema vang ditetapkan.

Metode Pembinaan

Metode pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang
perlu perencanaan khusus, dan perlu dirancang se-
cara struktur dan sistematis, sehingga pelaksanaan
pembinaan KAK-WBK mudah dipahaman dan mem-
berikan nilai tambah bagi peserta. Hasil analisis data
terkait penilaian metode pembinaan dapat disajikan
pada grafik berikut

2. MUE TODRO O %)
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Berdasarkan grafik diatas dapat dikemukakan bahwa
sebesar 30,23
gat baik™ terhadap metode Pembinaan KAK-WBK

sebesar 5K, 14 menvyatakan “baik”, sebesar 11.24

peserta memberikan tanggapan “san

menyatakan “cukup baik™ dan sebesar 0.89 el
yatakan “kurang baik™. Artinya metode pembinaar
KAK-WBK yang idak klasikal (sentuhan entertai

memperoleh penilaian positif dan peserta

4. Penvampaian Materi oleh Narasumber

Unsur im cukup memiliki andil besar dalam menei
tukan keberhasilan transfer maten pembinaan KAK
WBK dan narasumber kepada peserta Pembinaan

KRAK-WBK

Uarn masing-masing narasumber memegang peranatl

[eknik dan pola penyampaian mater

penling dalam proses pemahama KCpada pesen
. | I |
1 1
dan pencapalan fujuan pembinaan. Hasil peniiaias
pescria icrhadap pola penyampaian matel el

sumber dapat disajikan pada grahk ben)

Dan grafik di atas dapal dixcmukakan bpanwa banwa

teknik/pola penyampaian mates eh narasumber
hk'i".h:J PESCNa, seopesal \2 .82 P SeMa meénvatakal
: ‘~‘1.."I;_'..] .r".l.ih “L';'."\. Sl 54 44 NneEnvalax al i ¥
dan |12,74% menyatakan “cukup baik

S.  Pengaturan Waktu

Pengaturan waktu merupakan hal vang sangat p¢

ing dalam kegiatan Pembinaan KAK-WBK., ketika
Keteriban waktu ndak terkendalikan dengan bail
maka akan mempengaruhi acara selanjutnya. Untuk

U, paniha menunjuk petugas Khusus SCDagal tme
Keeper” yang bertugas memantau dan mengend

likan jalannya kegiatan berdasakan alokasi waktu
vang telah ditetapkan. Hasil penilaian peserta terha
dap manajemen waktu pada pembinaan KAK-WBK

dapat disajikan pada grafik berikut
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Berdasarkan grahk di atas dapat dikemukakan bahwa

najemen waktu pembinaan KAK-WBK., sebesar
38,15% peserta menyatakan “sangat baik”, sebesar
22,22% menyatakan “baik”, dan sebesar 9,63% men-

Valaxkan CuKup bailk"”

6. Sarana dan Prasarana

i

lan sarana pendukung pembinaan KAK-
peranan penting terhadap suk-
sesnya jalannya acara. Penyiapan sarana dan sarana
secara memadal merupakan hal mutlak, seperti ruang
pertemuan, tempat pelaksanaan yang representative
dan mudah dijangkau, serta dukungan sound system
yang memadai. Hasil penilaian peserta terhadap sa-

| dan prasarana yang telah sediakan untuk pembi-
naan KAK-WBK dapat disajikan pada grafik berikut

!"lh. 5 3 FTank dl atas dapal aixen ...h.ilhd.:'. h.].h'
SAral dan prasarana vang disi ipKan panita,
SEDES . 4 neéenvatakKkar sangat ba h sebesar
40 38 envataka baik , sebesar 8.3 menya-
’ Kup baik dan sebesar 0,88% menyatakan
Ku K
7 - at Ru i

Ruangan yang kondusif, representatif dan nyaman
merupakan salah satu unsur yang dapat membenkan
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dalam mengikuti proses jalannya acara pembinaan.
Hasil penilaian peserta terhadap ruangan tempat di-
laksanakannnya pembinaan dapat diinformasikan
pada grafik berikut.

& EEEONDUSIFAN BLANGAN [
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Berdasarkan grafik di atas dapat dikemukakan bah-
wa kondisi ruangan tempat pelaksanaan pembinaan
KAK-WBK, sebesar 50,57% peserta menyatakan
“sangat baik”, sebesar 44 91% menyatakan “baik”,
sebesar 4,10% menyatakan “cukup baik™ dan sebesar
0,88% menyatakan “kurang baik”

Pelayanan Panitia

Pelayanan panitia kepada peserta dalam Pembinaan
KAK-WBK perlu mendapat perhatian tersendiri.
Panitia harus dapat mengakomodir kebutuhan peser-
ta secara baik dan proporsional, mengingat peserta
pembinaan berasal dan berbagai daerah dan dengan
struktur jabatan yang berbeda-beda. Untuk itu, pani-
tia harus dapat melayani peserta dengan baik, sepert
kecepatan pelayanan, pelayanan medis, penyediaan
kamar hotel, seminar kit dan kecermatan panitia
dalam memberikan informasi kepada peserta pada
saat proses pembinaan KAK-WBK berlangsung.
Hasil penilaian peserta terhadap pelayanan panitia
dapat disajikan pada grafik berikut.

T PTLAYAMAN PRNITIA (%)

¢ )=

Berdasarkan grafik di atas dapat dikemukakan bahwa
penilaian peserta terhadap pelayanan panitia, sebesar

Ollatir
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10.

50,54% peserta menyatakan “sangat baik”, sebesar
44,09% menyatakan “baik”, sebesar 5,02% menya-
takan “cukup baik” dan sebesar 0,86% menyatakan
“kurang baik”.

Peningkatan Pemahaman Peserta

Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
pemahaman peserta terhadap materi yang telah di-
berikan selama pembinaan KAK-WBK. Selain itu,
penilaian 1ni menjadi salah satu indikator penting
untuk menilai tingkat kesuksesan penyelenggaraan
kegiatan Pembinaan KAK-WBK KAK. Hasil penila-
1an terkait peningkatan pemahaman peserta selama
proses pembinaan dapat disajikan pada grafik beri-
kut.

B PENINGEATAN PEMAMARAN PTLTETA (W)
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Berdasarkan grafik di atas dapat dikemukakan bahwa
pemahaman peserta terhadap materia yang diterima
selama mengikuti Pembinaan KAK-WBK, vyaitu
sebesar 13,69% peserta menyatakan “sangat baik”,
sebesar 72,29% menyatakan “baik”, sebesar 10,27%
menyatakan “cukup baik™ dan sebesar 0,6% menya-
takan “kurang baik”.

Pesan dan Kesan Peserta

Berdasarkan hasil analisis jawaban peserta terhadap
pertanyaan terbuka yang telah diberikan, dapat dis-
impulkan bahwa, peserta dapat memahami dengan
baik terhadap materi-materi yang diberikan dan pem-
binaan KAK-WBK bermanfaat untuk menghindari
tindakan-tindakan korupsi. Peserta juga mengemu-
kakan bahwa pembinaan KAK-WBK, dapat: (1) Me-
motivasi dalam bertindak sesuai dengan aturan yang
berlaku; dan (2) Memotivasi bekerja lebih lebih jujur.
Selain 1tu, peserta menyatakan bahwa kegiatan Pem-
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WBK/WBBM pada Kementerian/Lembaga dan Pemerin-
tah Daerah (K/L/Pemda)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terhadap unit
kerja vang lulus akan diusulkan kepada Kementerian PAN
& RB untuk dinilar sebagar Calon Unit Kerja WBBM
akan dilaku

kan seleksi oleh Tim Penilai Nasional vang dikoordini

Nantinya usulan dann masing-masing K/I

oleh Kementerian PAN & RB, dimana rangkaian kegiatan
tersebut merupakan kegiatan Pembangunan Zona Integri
tas di Kementerian Pertanian

Asistensi penilaitan WBK/WBBM telah laksana
kan oleh Inspektorat Jenderal pada minggu kedua Bulan
Juli 2013 dan dilanjutkan penilaian Minggu ketiga Bulan
Agustus 2013, sekaligus menetapkan 2 unit kerja untuk
diusulkan ke Menter1 PAN dan RB untuk memperoleh
predikat WBBM

Pada kegiatan sosialisasi tersebut juga ditayang
kan selayang pandang rangkaian kegiatan pembangunan

WBK di Kementenian Pertanian sejak tahun 2009 sampai

dengan tahun 2013. Pimpinan POLRI membenkan apre

s1as1 yang tinggl terhadap Gerakan WBK vang telah di

laksanakan oleh Kementerian Pertanian dan berharap Tim
Penggerak WBK di Kementerian Pertanian pada kesen

patan lain dapat memberikan sosialisasi lebih detail untuk
pelaksanaan WBK dan WBBM di lingkungan Polr

Benchmarking WBK dengan Lapan

Inspektorat Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN) pada tanggal 24 Mei 2013, melaku
1 Bebas dari Korupsi
(WBK) di Kementerian Pertaman. Hadir sebanyak 7 (tu

Ktorat Lapan

kan benchmarking Program Wilaya
juh) auditor dan Insj Ingin memperoleh
gambaran secara lengkap mulai proses awal terbentuknya
program WBK di Kementerian Pertanian. Dalam kesem
patan tersebut dijelaskan mengenai kriteria dan indikator
sar penetapan Umit Kerja WBK di

Kementerian Pertanian, vang sebenarnya kniteria-kriteria

penilaian sebagal da
tersebut sebagian besar diambil dani 10 (sepuluh) diktum

yang diamanahkan oleh Instruks: Presiden Nomor 5 Ta

hun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi

Mo adir
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terian Pertanian telah menindaklanjuti PermenPAN & RB
tersebut, dengan melakukan launchi LI-WBK/WBBM

vang dihadin oleh Menteri1 PAN & RB
dan ]‘a_:"'\! 1Pd PCTW 1Kilan K/L. der

pat) unit Kerja
dinilar dan diusulkan kepada Ker PAN & RB
calon unit kerja WBBM. Setela

|1L_‘|'I|L_'i.1~.|r|_ maka LAPAN akan meneadopsi pi ran

indikatorn penilaian WBK Kementerian Pert

dipandang lebih sederhana dan operasion

Hal vang menank disampaikan perwal |
pektorat LAPAN terkait Program WBK Kementer
Pertanmian, bahwa pola sosialisasi dan pembinaan vang di
lakukan Inspektorat Jenderal berbeda denean sosiali
Hlaiannva dilakukan

pada seluruh UPT hngkup Kementerian Perta

garn III';I'r.':._"I.‘I.II“..'.I

pada umumnya. Selain itu, pola pei

indikator vang telah d el :i"ix.u I
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Konferensi Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia (AAIPI)
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ASOSIASI AUDITOR INTERNAL PEMERIN-
FAH INDONESIA (AAIPI) menggandeng Kementerian
Keuangan menyelenggarakan konferensi pada tanggal 27
Agustus 2013 di Gedung Darmapala Kementerian Keuan-
gan. Konferensi AAIPI dibuka oleh Menter1 Keuangan
(Chatib Basri). Dalam kesempatan tersebut hadir juga
Mentenn Pendayagunaan Aparatur Negara & Reforma-
s1 Birokrasi (PAN & RB), Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Kepega
walan Negara (BKP), para Inspektur Jenderal/Inspektur
Utama dan pimpinan lembaga pengawasan intern pemer-

intah daerah

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dalam
laporan penyelenggaraan konferensi, menyampaikan bah-
wa konferensi dukuti sebanyak 350 peserta perwakilan
dan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang
terdirt dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangu-
nan (BPKP), Inspektorat
gawasan Intern pada K

nderal/Inspektorat/Unit Pen-
nterian/Kementerian Negara,

s AUDITS
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1 Kementerian Keuangan, Jakarta

I; olo; Kemenkeu

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada
Kesekretariatan [.embaga Tinggi Negara dan Lembaga
Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit
Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lain-

nya

AAIPTL 1ng

rangka memberikan pemahaman kepada para pimpinan

Konferensi diselenggarakan dalam
instansi pemerintah dan APIP atas hal-hal penting yang
perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mer-
espon tuntutan masyarakat terkait peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan negara/daerah mulai dari pengang-
garan, pelaksanaan anggaran Sampaipertanggungjawaban
anggaran agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah
dar1 awal; serta terkait dengan peningkatan kéemampuan
APIP dalam memberikan jaminan (assurance) dan kon-
sultasi yang memadai kepada instans: pemerintah untuk

menjamin kualitas tata kelola pengang pelaksanaan

i
o

anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran
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Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Melakukan Diseminasi SPIP pada Inspektorat
Jenderal Kementerian Kehutanan

NSPEKTORAT JENDER KEMENTERIAN PER
[ANIAN pada tahun 2013 diundar webagal nara
sumber pada kegiatan Diseminasi (pembinaan) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Inspektorat
lenderal Kehutanan sebanvak 2 (dua) kahi, vaitu di Makas
sar pada tanggal 17 9 April 2013 dan di Bandung pada
tanggal 27 — 29 Jum 20 Kegiatan diseminasi SPIP hing
:r\I.J[‘ Kemente
rian Kehutanan
pada Regional
[ 1mur dilak
sanakan d
Hotel Aston

Makassar dan
Regional Barat

dilaksanakan

uni

\ r IKd IUPD 11 Ba

| { { D

ISPECK at Jenderal d | eneraj 1 l

intah (PP)Y Nomor 60 Tahun 2008 tentane Sistem P

dalian Intermn Pemerintah. Sela tu, disampaika 1

bagaimana penvelenggaraan SPIP di Kementerian Pert

nian, Implementas:1 SPIP (Pedoman Umum dan Modu
modul SPIP

‘.‘F“fﬁﬂtﬂﬂﬂu 2L :

207 s 11dan)
SErt Work
shop Penvusu
nan Petunjuk

Pelaksanaan
Sistem Pen

gendalian  In

di1 Hotel Savoy tern Kegiatan
Homan Band- Ir. Prie Suprivadi, MM (Inspekiur Jenderal Kementerian Kehutanan) membuka dan memberikan di Kementerian
ung. -'\diiPUn sambutan pada acara Pembinaan (Diseminasi) SPIP Kementerian Kehwtanan di Makassar (kiri) Kehutanan
€serta dis- dan di Bandung (kanan)
P : ? Pembi-
eminasi terdin
q L naan (disemi-
dari selurun -
= nasi) SPIP di
auditor Inspek- D) imevraiin semeriaa a r
¢ otehd | ol Kementerian
Ord endcral, "
Pembinaan« Kehutanan di-
Perwakilan bPiP Wl
(Disemannss) laksanakan
dar Eselon
dengan  pola
I, Pimpinan Linghup Kementovian Kehutanan :
1 Ahdung. 37 8.0 29 Juni 20) yang sela-
Unit Pelak- ® .
: ma ini telah
sana Teknis - g : :
(UPT) lingku . 7 ». } g L dikembangkan
= - - - ¥ .
o 0 =N -t oleh  Inspek-
Kementerian
o R torat Jenderal,
cnutanan ne- p i : . ; .
| T Ir YB. Kuncoro EP, MM (kiri) dan Ir. Yanuar, M Ec (kanan) sebagai Narasumber Kegiatan dalam peny-
giona .IITI’IJI' Diseminasi SPIP Kementerian Kehutanan di Makassar dan Bandung ampaian materi
dan Regional . .
pun diselengi
Barat.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian menu-
gaskan Tim Pembina SPIP Pertanian sebagai Narasum-
ber Kegiatan Diseminasi SPIP Kementerian Kehutanan di

Cladis 4
AUDITOR

72

dengan releksasi, Yel-yel (Salam SPI) dan Senam SPI
Spint, sehingga suasana pembinaan (desiminasi) SPIP
lebih semarak dan tndak monoton. Kondisi tersebut, dapat
membuat para peserta lebih responsif dan proaktif.
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eria per - tmen untuk melaksanakan SPIP d
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1%

Sahabat terbaik adalah dia yang dapat duduk
berayun-ayun di beranda bersamamu, tanpa
mengucapkan sepatah katapun, dan kemudian kamu
meninggalkannya dengan perasaan telah bercakap-
cakap lama dengannya.

19
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Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Buda}’a Kerja (IPNBK)
ral Ker

[nspektorat Jende ertan Pertanian

Dalam gka menumbuh kemb: nn:i In semangatr dan etos kerja aparatur negara yvang bertanggungjawab, bermora

berdisiplin, profesional, produktif dan dalam rangka mewujudkan kepemerintahan vang baik, sekaligus untuk mi
HLH'.‘.J,”&';H} Jml menmni el rsatuan dan kesatuan J'u.fn_uu..' Seria menjaga mlegrilas nd na exsiari H:U'i..'
dipandang perlu meningkatkan penerapa lai dasar bud ratur nega ira intensif darn me
uruh. Pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja apa ra di lingkungan instar
{iperlukan komitmen, kesepakatan dan penerapan secara konsisten dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fung
sesual kewenangan pada bidang masing-masing instansin Wlemperhatikan | ebut, dalam rangka pen
pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja, Kement in Pertanian seiak tahu 16 telah melakuka neukuran
leks penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja (IPNBK) aparatur pemerintah secara terencana lematis, 1erus
menerus, konsisten dan efektif. baik untuk lingkup Kementerian Pertanian maupun li okup | on [

erdasarkan hasil [‘rclluukuun IPNBK Inspektorat
lenderal tahun 2012, nilai persepsi rata-rata ada-
ah 3,57 dengan kualitas budaya kerja 71,43 atau
berklasifikasi baik. Adapun indikator budaya kerja teren-
dah adalah indikator ke 5 (lima) vaitu Kreativitas dan Ke-
pekaan dengan nilai persepsi 3,3
budaya kerja tertingg: adalah indikator ke 1 (satu) vaitu
Komitmen dan Konsisten dengan nilai persepsi 3,81
erdapat 9 (sembilan) indikator budaya kerja yang perlu
mendapat perhatian karena nilainya di bawah rata-rata
1Isme (4), nilar persepsi

7, sedangkan indikator

yaitu: Integritas dan Profesiona
3,52; Kreativitas dan Kepekaan (5), nilai persepsi 3,37
Kepemimpinan dan Keteladanan (6), nilai persepsi 3,51;
Kebersamaan dan Dinamika Kelompok (7

Ketepatan

), nilal persepsi

dan Kecepatan
(%), nilai persep
s1 3.54: Rasion
alitas dan Kecer
dasan Emosi (9),

nilai persepsi
3,56; Kebera-
nian dan Kea-
rifan (12), nilai

S e

pErscpsi . 000
Dedikasi dan
Loyalitas (13),
nilai persepsi
3,50; Seman-
Moti-

vast (14), nilaj

gat dan

persepsi 3,55

Adadis
74 AUDIT©R

Hasil pengukuran IPNBK tahun 2012 apabila
dibandingkan dengan hasil pengukuran pada tahun 21
nenunjukkan peningkatan nilai persepsi IPNBK atau
Kualitas budaya kerja lebih baik. Hasil pengukuran tahun

2011 mlai persepsinya adalah 3,46 (69,19 / Baik) dengan

indikator budaya kernja terendah adalah indikator ke 4
(empat) yaitu Integritas dan Profesionalisme (3,37) dan
Iindikator budaya kerja tertinggi adalah indikator ke 10

(sepuluh) yaitu Keteguhan dan Ketegasan (3,73). Secara
[PNBK Inspektorat
lenderal dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, nila;

escluruhan, sesuai hasil pengukuras

persepsi rata-rata menujukkan kecenderungan meningkat

Hasil pengukuran IPNBK pada unit kerja Eselon
[l lingkup In-
spektorat  Jen-
deral adalah se-
berikut:
Sekretariat Itjen
nilai persepsi
3150 (70.08

Baik), teren-
dah: Kreativitas
dan ' Kepekaan
(5) dengan nila
persepsi 3,29,
tertinggi: Komit-
men dan Kon-

bagai

sisten ( 1 ) dengan
nilai persepsi
Inspektorat

| mila persepsi
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W ya :

Yexaal yudit nementenan Pertania IAIDP) "L'.h.l:_'.li wadah
dengan 1l PETSEPs] 3,94, tertingg Komitmen d 3 ' 1s dan peng bang protes: Auditor: Pember-
A Icngan 1l persepst 3,92 Inspekt gavaan Ma)a Auditor sebagal sarana meningkatkan
0.43 Baik). terend K _ Kompc dan kea Pegaw Auditor: Mend: rong
K i lenear 1l DErsel ¢ nmemben kesemy lugas/lin Belajar kepada pega
KonsSisten (1) d - Mendorong d er1 Kesempatan seluas-luaspya
NSt 3 1 iwal untul | t Fungsional Jert-

P~ I 1N :ll.. [1an [‘t'!l:._'r. | |

k

Crse) i ¢ N bagi Pegawar/Auditoy'yang
KOnsis | a - ¥doman perpanjangap BUP

. PErse ' '6.90 : ks pangkan Kinena/Kompetens:

fail : K Kepe . lan | lendoron er1 Kefempatan
UK mengikut)
dalam rangka

Vilas ~ Katk ' elensiny Pemanfaatan teknologi
AROCDCKAAL 3 i el Y. = - | 'H_: [ 15 KOl

: Inik ebagal sarana membangun
1 Pe . ~ ') dengan - - la na mengakses informasi: Menve
i€ - n h In semunar/workshop
L s1a b Kémbar Kebijakan manaje
pPeerintan ad 114 rald ya agal Segcera da
: cngctabur dan menyesnaikan dengan perkembanga
. L ' i ' nadi; M m da lakukan reviu pedoma
: I mnva mntul engantisipas: dap
Li

C

Belajar adalah investasi berharga untuk masa
depan dan tidak seperti harta yang suatu saat
bisa habis.

¢
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Rapat Anggota Tahunan XXXVII
Koperasi Intan Tahun 2013

Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Intan, Ra-
pat Anggota Koperasi menetapkan dan mengesahkan per-

tanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
Inilah yang telah dilakukan oleh Pengurus Koperasi Intan
(Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian), melaksan-
akan Rapat Anggota Tahunan sebagai amanah dalam AD
ART Koperasi Intan. RAT Koperasi Intan dilaksanakan
pada 29 Me1 2013 di ruang Rapat Achmad Afandi Inspek-
torat Jenderal Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan XXXVII
Tahun Buku 2012 dengan dihadin oleh para Inspektur
lingkup Itjen Kementan, Pengurus Koperasi Intan, Badan
Pengawas Koperas: Intan, Perwakilan dari PKPRI (Drs
Tujono) , Pegawai Koperasi Intan dan 218 orang Anggota
Koperasi Intan

Dalam sambutannya, Ketua Koperasi Intan, Mar-
bono, SE, Koperasi Intan akan senantiasa mempebaiki ki-
nerja dalam rangka melayani anggota untuk dapat menca-
pal tujuan koperasi mweujudkan kesejahteraan anggota

Koperasi memiliki peran stretegis dalam men-

Uadi

6 AUDIT»

dukung program pengawasan Itjen Kementerian Perta-
nian Khususnya dalam penyediaan tiket bagi para auditor,
terlebith lagi dengan kebijakan pimpinan bahwa pembe-
lilan tiket “wajib™ di Koperasi Intan. Hal im1 juga sebai
upaya pengendalian intern dalam mewujudkan WBK di
Itjen Kementan. Demikian disampaikan Inspektur Inves-
tigasi, Drs. Imam Subarkah, MM mewakili Inspektur Jen-
deral Kementan yang pada hari 1tu berhalangan hadir

Hadir pula perwakilan PKPRI, Drs. Tujono, vang
memberikan support kepada seluruh pengurus dan ang
gota Koperas: untuk senantiasa meningkatkan pelayanan
bagi anggota khususnya simpan pinjam yang menjad
program andalan koperasi di lingkungan pegawai neger
sipil

Hasil Rapat Anggota Tahunan XXXVII Tahun
Buku 2012 memutuskan Pertanggungjawaban Pengurus
Koperasi Intan Tahun Buku 2012 dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Tahun 2013 disetujui oleh selu

ruh anggota koperasi. (/rif)
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Chivaianarkan supiemen dengas bat. Suplemen hanva

nerupaxkan tambahan. Suplemen tersebut merupakan ma
i

sanan schatl yvang LLI]".J' jadixkan banan xonsumsi sei
n-han. Meskipun disebut makanan, suplemen memilik
UOSIS KOonsums ing leraxka narus diketal [1dal
asal mengkons supiemen didalam jumiah vang tidak
ditakar. Kenapa demikian? K 1 suplemen menga
beberapa unsur akut INA unsur atau se

memuliki aktivitas tertentu bagi metabolis ’
elap senyawa atau unsur penting tad . lIKonsun

lam jumiah berlebih dapat menimbulkan dampak vas
Kurang baik

Contoh suplemen adalah multivitamun untuk vita
s Wbuh, minuman berenergi, produk penambah kalsium
Wl fain Sebagnn) . Seébagan besar suplemen d
untuk meningh alkan day®t9Nan dap vatalitas tubuh. Teta
an vang memiluka pengarul

lapat Jikategonkan sehagn

pANE, MINYax ihan,

Itujukan
Pl sebenamy o semua mak

balk bagi kesehatan tubul
suplemen. Teh keschatan, p
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iy ak sekali tersedia supl@en

Kibat kurang baik bag

men sehat ini. karen

Kesenaran

sémua termasuk dalam suple-
men

[1dak jarang masyarakat
menganggap suplemen seba-
g1 obat, Padahal sangat beda
lika obat, memiliki dosis yang
bgnar-benar tefukur dan dapat
menyembuhkan penyakit den-
Zan menuju larget atau sasa
ran sakit atgu penyebab sakit
Misalnya obat yang mampu
membunub bakten, obat men-
urunkan rasa sakit. Kalau su-
plemen tidak dapat serta merta
menyembuhkan melainkan
jika ‘dikonsumsi secara teratur
dapatimembantu proses peny-
embuh@in serta meningkatkan
daya tallan tubuh guna mela-

wan penyakit yarn@edatang. Scehingga gaya hidup sehat
dengan suplemen Kesehatan fmgukup bagus kK dii-
K

Lips Memilih Suplemen Kesehatan

Suplemen ke itan merupakan produk keseha-
engandung satu atau lebih Zat yang bersifat

schagay s bat. Suplemen yamg bersifat pu-
trnsi, biasa [EMAasuk vitamin ‘.’!‘.z.‘l'..'.l.l, asam amino,
lan zal-zat lain yang sangat dibutuhkan Wibuh. Sedan-
Kan suplemen vang bersifat obat biasany§diambil dan
AN bahan-| n alami yang mewlli ki khasiat
sebagal Mesl berasal d uhan-Baban alami,
namun penggu harus tepat dan sesuai @ngan do-

18 :l.‘{l.:_ dia INrKa ! Aa dgl va | TR 13
nd.

."_L',iT Lt.'...:!‘.' IMCNEONSUITS MEemen aga Js

memastikan I\L’dﬂmru.ﬂ. Produs lersebut
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Saat 1n1 banyak beredar suplemen kesehatan yang
menjanjikan iming-iming dapat membantu kesembuhan
dan menyehatkan secara instant. Untuk itu, Anda harus
membekali dir1 dengan pengetahuan tentang tips memilih
suplemen kesehatan. Hal itu untuk menghindari agar Anda
tidak sampai terjebak oleh iklan yang gencar diberitakan
di televisi maupun media elektronik lainnya. Anda harus
mengetahui bahwa suplemen kesehatan sama halnya den-
gan obat-obatan yang dapat menimbulkan efek samping
dan resiko apabila penggunaannya tidak tepat. Selain itu,
suplemen kesehatan hanya bisa digunakan secara aman
pada takaran tertentu. Jika beberapa obat-obatan sudah
melalur w1 laborato-
rnum ketat, produsen
makanan obat suple-
men biasanya membuat
aturan pakair sendin
dengan hanya sedikit
atau bahkan tanpa pen-
gawasan medis.

Banyak  infor-
mas! yang mengatakan
bahwa mengonsumsi
suplemen  kesehatan
bisa menyebabkan se-
orang kecanduan alias
ketagihan.  Seharusn-
ya Anda tidak perlu

khawatir untuk tetap
mengonsumsi  suple-
men tersebut, karena

suplemen kesehatan
bukanlah narkoba yang
mengandung  zat-zat
berbahaya bagi keseha-
tan. Jadi, ketagihan mengkonsumsi suplemen akan mem-
buat tubuh Kita tetap sehat karena suplemen ini bisa men-
Jadi alternatif yang aman untuk mencukupi kebutuhan
tubuh akan asupan gizi dan nutrisi. Meskipun suplemen
kesehatan baik untuk tubuh, Anda tetap harus berhati-hati
dalam memilih suplemen. Ada baiknya jika Anda menge-
tahui tips memilih suplemen kesehatan agar tidak terjebak
dengan iming-iming iklan di televisi.

Agar tidak terjebak iklan yang menyebabkan Anda
salah memilih suplemen, berikut in1 beberapa tips memil-
th suplemen kesehatan yang bisa Anda terapkan :

* Anda harus mengonsumsi suplemen sesuai dengan

+  AUDIT®R

kebutuhan, apakah membantu penyembuhan, men-
jaga stamina & kesehatan dan lain-lain. Jika perlu
mintalah petunjuk dari pihak produsen atau ahli kes-
ehatan.

*  Untuk memilih suplemen yang sesuai standar kese-
hatan, Anda wajib mempelajari suplemen vang akan
Anda pilih, misalnya dengan membaca keterangan
produk pada kemasan/label, buku panduan produk,
leaflet produk, dan sejenisnya). Pelajari manfaat

produk, komposisi bahan, dosis, indikasi, cara peny-
impanan, dan petunjuk

petunjuk lain

* Pastikan Anda memilih
suplemen kesehatan yang
vang sudah berpengalaman
dalam food suplemen dan
mengembangkan rniset dan
disertifikasi oleh otoritas se-
tempat

* Ada baiknya jika Anda
meminta rekomendasi dok-
ter mengenar suplemen
kesehatan yang layak Anda
konsumsi. Jika Anda su-
dah menemukan suplemen
kesehatan yang tepat, maka
sangal penting untuk meng-
konsumsi suplemen secara
bijaksana, yakni sesuai den-

* Disiplin dan rutin dalam
mengkonsumsi sesuai dosis
anjuran.

* Penksa perkembangan

kesehatan 'Anda setelah
mengkonsumsi suplemen, misalnya dengan merasa-
kan sendiri atau di uji secara klinis di Jaboratorium.
Jadi, pemeriksaan kesehatan secara rutin akan sangat
baik untuk memantau kesehatan Anda.

* Setelah Anda dinyatakan sembuh oleh dokter dan
juga Anda sendiri sudah merasa“lebih- baik, maka
sangat disarankan tetap mengkonsumsi suplemen
kesehatan dengan dosis yang sesuai untuk pemulihan
dan menjaga kesehatan.

Semoga tips memilih suplemen kesehatan di atas
dapat membantu proses penyembuhan dan mampu men-
ingkatkan kesehatan tubuh Anda.
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Permentan - No 65/2012 ' - J UJ ur

Lurus hati; Tidak curang; Tidak bohong

%) itme . 2. Peduli

Mengindahkan, Memperhatikan; Menghiraukan

3. Mandiri '

Berdiri sendiri, Tidak bergantung pada orang lain

4. Disiplin

Taat pada peraturan

Nilai-nilai dan norma yang telah ditetapkar

3. Tanggung Jawab

UNESI menerima pembebanan

sebagal akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain

6. Sederhana

Bersahaja;Tidak berlebih-lebihar

7. Kerja Keras

Bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam

melakukan usaha dengan tidak berputus asa

8. Berani

Hatl yang mantap dan penuh rasa percaya diri
dalam menghadapi bahaya dan kesulitan, dilandasi
sekretariat I — tekad yang kuat untuk membela kebenaran
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN 9 Adil
/I Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu,

lakarta Selatan. Kode Pos w Sama berat; Tidak berat sebelah pu—
P —
Telepon/Fax ; ) 7884173 ‘Tmak memihak; Berpihak kepada yang benar;

Berpegang pada kebenaran

—

e — lt.’

t....
INSPEKTORAT JENDER#’AL
KEIME'N T EIRITATN PERTANIu'fAuN

- }é* R

il

AUDIT >
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